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MOTTO

JADILAH SEPERTI KARANG DI LAUTAN YANG KUAT DIHANTAM OMBAK DAN
KERJAKANLAH HAL YANG BERMANFAAT UNTUK DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN,
KARENA HIDUP HANYALAH SEKALL INGAT HANYA PADA ALLAH APAPUN DAN DI

MANAPUN KITA BERADA KEPADA DIA-LAH TEMPAT MEMINT A DAN MEMOHON.

JADI DIRI SENDIRI, CARI JATI DIRI, AND DAPETIN HIDUP YANG MANDIRI
OPTIMIS, KAENA HIDUP TERUS MENGALIR DAN KEHIDUPAN TERUS BERPUTAR
SESEKALI LIAT KE BELAKANG UNTUK MELANJUTK AN PERJALANAN YANG TIADA
BERUJUNG.

SUATU KEGAGALAN SESUNGGUHNY A BUKANLAH AKHIR DARI SEGALANYA DAN
MEMBUAT SESEORANG BERPUTUS ASA, NAMUN MERUPAK AN SEBUAH
KEBERHASILAN YANG TERTUNDA DAN BAGAIMANA SESEORANG ITU MAU
BERUSAHA UNTUK MERAIH KEBERHASILAN DENGAN USAHA DAN DO.
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Seseorang yang selalu menemani suka dan duka dalam hidupku,

Dan Almamater tempatku meraih ilmu.



7. Sahabat-sahabat perjuanganku Ibam, Lexo dan Dion yang telah banyak membantu
dan mendukung kepada penulis.

8. Para teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
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9. Thelast 2002 Farid, Bayu, Citra, Gesit, Nurudin. Gabe, Agus, Angga, Sofyan, Dika

10. Keluarga besar di Y ogyakarta dan Medan (SumateralUtara) atas doa dan dukungannya
kepada penulis.

Tidak ada yang dapat penulis lakukan untuk membalas semua bantuan dan dukungan
yang telah diberikan melainkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berharap
agar bantuan Bapak/lbu serta rekan-rekan sekalian mendapat balasan pahala yang
setimpal dari Allah SWT. Akhirnya, diujung penulisan skripsi ini, penulis berharap agar
skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari bahwa dalam
penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun susunannya.
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Febry Maradona
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wh

Alhamdulillahirrobbil’ alamin.., Tiada kata yang patut diucapkan selain puji dan
syukur kepada Allah SWT yang karena ridho, karunia, dan tuntunan-Nya Penyusunan Skripsi
dengan judul TANGGUNG JAWAB MUDHARIB TERHADAP SHAHIBUL MAAL
DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri
Cabang Y ogyakarta) ini dapat terselesaikan. Tidak lupa Shalawat dan Salam senantiasa kita
haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penyusunan skripsi merupakan tugas wajib dan
digjukan guna memenuhi syarat ketentuan akademik sebagai tugas akhir guna meraih gelar
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas |slam Indonesia

Penyusunan Skripsi ini penulis mengalami proses yang panjang dan tentunya ada
hambatan serta tantangan yang harus dilewati dengan sabar dan doa kepada Allah SWT. Oleh
karena itu maka tidak lupa dengan penuh rasa ketulusan dan keikhlasan, penulis
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu baik secara
langsung mupun tidak langsung dan bimbingannya, sehingga peyusunan skripsi ini dapat
terselesaikan, antaralain :

1. Bapak Dr. Rusli Muhammad, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia

2. Bapak Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang
telah membimbing serta meluangkan waktu dan pikirannya dengan sabar untuk
membantu di dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Ridwan, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah
memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis selama melaksanakan studi di
Fakultas Hukum Universitas Islam I ndonesia.

4. Bapak Adlin selaku Staff bagian Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri yang bersdia
membantu dan memberi pengarahan kepada penulis dalam peyusunan skripsi.

5. Kedua orang tuaku Bapak H. Anshori dan Ibu Sri Isniatun serta adikku Mario Adi
Putra, ST., yang tiada hentinya memberikan dukungan baik moril maupun materiil
dengan ketulusan dan keikhlasan kepada penulis.

6. Istriku Pudji lestari, AMD., yang selalu memberikan dukungan tanpa henti secara
moril dengan sabar dan ketulusan serta keikhlasan kepada penulis karena kamu

motivasiku.
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F. Kerangka Skrips

BAB | mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjuan pustaka, metode
penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB |l mendeskripsikan tentang tinjuan umum atau teori mengenai
kedudukan jaminan, tanggung jawab Mudharib terhadap Shahibul Maal dan
penerapan prinsip-prinsip syariah

BAB Ill mendeskripsikan kedudukan jaminan dan tanggung jawab
Mudharib terhadap Shahibul Maal dalam pembiayaan Mudharabah (Studi
kasus pada Bank Syariah Mandiri cabang Y ogyakarta).

BAB |V mendeskripsikan tentang penutup yang terdiri dari
kesimpulan dan saran mengenai kedudukan jaminan dan tanggung jawab
Mudharib terhadap Shahibul Maal dalam pembiayaan Mudharabah (Studi

kasus pada Bank Syariah Mandiri cabang Y ogyakarta).



4. Tekhnik Pengumpulan Data
a DataPrimer
Dilakukan dengan cara Melakukan wawancara kepada subjek penelitian
mengenai hal-hal berkaitan dengan objek penelitian.
b. Data Sekunder

Dilakukan dengan cara:

1) Studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji peraturan perundang-
undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan
penelitian

2) Studi dokumentasi, yakni mengkaji berbagai dokumen resmi dari
Bank Syariah Mandiri cabang Y ogyakarta atau dari berbagai pihak
yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan vyuridis
normatif, yakni pendekatan yang didasarkan pada peraturan dan norma-
norma yang berlaku di masyarakat.
6. Analisis Data
Andlisis data yang akan dilakukan dengan cara : Deskriptif Kualitatif,
yaitu dari data primer dan sekunder yang telah disusun secara sistematis
dilakukan analisis secara kualitatif, yang artinya mengelompokan dan
menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan

kebenaran dan dihubunaokan denaan teori-teori vana diperoleh dari studi



dari suatu perikatan.®® Berdasarkan hukum positif, jaminan dibedakan menjadi
dua macam, yaitu jaminan kebendaan (materiil) dan jaminan perorangan

(immaterial).*

E. Metode Pendlitian
1. Objek Penelitian
Tanggung jawab Mudharib Terhadap Shaibul Maal dalam Pembiayaan
Mudharabah di Bank Syariah Mandiri cabang Y ogyakarta.
2. Subjek Penelitian
a. Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Y ogyakarta
b. Direktur/Pimpinan Bank Syariah Mandiri cabang Y ogyakarta
3. Sumber Data
a Sumber data primer, yaitu berupa data yang diperoleh dari penelitian
secara langsung pada Bank Syariah Mandiri cabang Y ogyakarta
b. Sumber data sekunder, terdiri dari tiga bahan hukum yaitu ;
1) Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan
2) Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi : Buku, makalah,
hasil penelitian, buletin, surat kabar, hasil seminar, dan yang lain-lain
yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier, berupa Al-Qur’an dan Hadits, kamus hukum,

lramiic arnnami ancilzlanoadia lelam  Aan ancilzlanadia hiilznim



1. Mudharabah Muthlagah
Mudharabah muthlagah (unrestricted) adalah bentuk kerjasama antara
shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi
oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2. Mudharabah Mugayyadah
Mudharabah mugayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted
mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah
muthlagah. Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau
tempat usaha.

Jaminan menurut mayoritas ahli figih selain mazhab Hanafi, terbagi
menjadi dua yaitu, pertanggungan dengan harta dan jaminan pertanggungjawaban
pribadi (person). Jaminan pertanggungjawaban pribadi atau dhoman yang sering
disebut dengan kafalah yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban dengan bentuk
menanggung kewajiban orang lain menjadi kewajiban penanggung atau
penjamin. Jaminan pertanggungan harta (Rahn) yaitu menjadikan suatu harta atau
benda sebagal jaminan hutang, yang dapat dijadikan jaminan pembayaran hutang
apabila orang yang bersangkutan tidak mampu membayar hutang tersebut.

Pengertian jaminan di sini sesuai dengan kaidah hukum positif di Indonesia
tentang jaminan. Pengertian jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada
kreditor yang diserahkan oleh debitor untuk menjamin bahwa debitor akan

memenuhi kewajibannya (prestasi) yang dapat dinilai dengan uang yang timbul



No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian di atur lebih khusus pada
Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dengan
diundangkannya undang-undang tersebut, maka secara tegas Sistem Perbankan
Syariah ditempatkan sebagai bagian dari Sistem Perbankan Nasional. Perbankan
syariah adalah konsep perbankan yang memberikan layanan dan melakukan
kegiatan operasional perbankan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam
dengan memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya.

Pembiayaan mudharabah, di samping perlunya landasan operasional yang
mantap, maka untuk perkembangan selanjutnya perlu adanya sosialisasi yang
optimal agar terbukanya pemahaman masyarakat bagi bank syariah dan lembaga
keuangan syariah, jaringan kantor yang maksimal dan pengembangan sumber
daya manusia harus lebih efektif lagi.

Banyak terdapat beberapa pengertian Al-Mudharabah dalam beberapa
liteeratur namun secara esensi adalah sama. Pengertian Al-Mudharabah adalah
suatu bentuk pembiayaan di mana s pemilik modal (Shahibul Maal)
menyetorkan modalnya kepada pengusaha, yang selanjutnya disebut Mudharib,
untuk diniagakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan
kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan kerugian, jika ada, akan
ditanggung si pemilik modal.

“Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerjalpedagang untuk

diusahakan/dikelola sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut

»n1l

kesepakatan bersama.



c. Mengembangkan produksi, mengembangkan perdagangan dan
memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang atau
peralatan modal dengan pembayaran tangguh (Al-Murabahah) dan
pembayaran cicilan (Al-bai’u Bithaman Ajil) yang disalurkan kepada
pengusaha, pedagang perantara, dan konsumen dari barang yang
dihasilkan dari pengusaha produsen. Dana untuk pengembangan industri,
perdagangan dan kesempatan kerja ini diperoleh dari penyimpanan dana
baik dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito.

d. Meratakan pendapatan melalui sistem bagi-hasil dan kerugian (profit and
lost sharing) baik yang diberlakukan pada banknya sendiri sebagai
mudharib atau pemegang amanah maupun kepada peminjam dalam
operas mudharabah dan musyarakah.™

5. Penergpan sistem bagi-hasil, berarti tidak membebani biaya di luar
kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya keterbukaan.

6. Adanya kenyataan bahwa dalam kehidupan ekonomi cenderung
menimbulkan pengeksploitasian kelompok kuat (kuat ekonomi dan politik)
terhadap kelompok lemah yang merupakan mayoritas untuk berkreasi bagi
munculnya kehidupan ekonomi yang berkeadilan. Bank Islam dengan sistem
bagi hasilnya menawarkan alternatif terhadap kehidupan ekonomi yang
berkeadilan itu.

Perbankan syariah dalam tata hukum Indonesia keberadaanya diakomodir



3. Bank Islam memiliki fasilitas pembiayaan kebaikan (Al-Qardhul Hasan)
yang diberikan secara cuma-cuma. Nasabah hanya berkewajiban membayar
biaya materai, notaris dan biaya studi kelayakan. Keistimewaan jenis fasilitas
ini, selain tanpa beban, serta tampak besarnya kepedulian bank terhadap
nasabah tanpa memandang tingkat ekonominya. Bank memandang nasabah
selaku mitra usaha yang tidak hanya pertimbangan bisnis semata, tetapi juga
pertimbangan kemanusiaan.

4. Keistimewaan yang paling menonjol dalam bank |slam adalah melekat pada
konsep (build in concept) dengan berorientasi pada kebersamaan dalam hal:

a. Mendorong kegiatan investass dan menghambat simpanan yang tidak
produktif melalui sistem operasi profit and lost sharing sebagai pengganti
bunga, bailk yang diterapkan kepada nasabah al-mudharabah dan al-
musyarakah maupun yang diterapkan pada banknya sendiri. Sistem
penyimpanan dana ini memberikan motivasi untuk melakukan investasi
yang menguntungkan.

b. Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan
tertindas (Dhu afa dan Mustadh’afin) melalui bantuan hibah yang
diarahkan oleh bank secara produktif. Dananya bisa diperoleh melalui
zakat dan sedekah, serta melalui pinjaman lunak tanpa bunga (Al-Qardhu
Hasan) yang dananyadiperoleh dari zakat. Khusus penerimaan dari infak,

dananya disalurkan untuk pengembangan sarana ibadah dan pendidikan



12. Melakukan kegiatan wali amanat dengan prinsip Wakalah.

13. Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan sepanjang disetujui oleh pihak
Dewan Syariah Nasional.

Dasar-dasar hukum positif inilah yang dijadikan pijakan bagi Bank Islam di
Indonesia dalam mengembangkan produk dan operasionalnya. Berdasarkan
hukum positif tersebut, Bank Islam di Indonesia sebenarnya memiliki
keleluasaan dalam mengembangkan produk dan aktivitas operasionalnya. Bank
Syariah memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya:

1. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham,
pengelola bank dan nasabahnya. Kuatnya emosional keagamaan ini akan
menimbulkan akibat kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan
membagi keuntungan secara jujur dan adil. Semua pihak yang terlibat dalam
Bank Islam akan memiliki tanggung jawab usaha yang sama sesuai dengan
gjaran agamanya, sehingga semua pihak akan memperolehnya dengan ikhlas.

2. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga akan menimbulkan
akibat yang positif, yaitu:

a Cost pust inflation, yaitu akibat penerapan sistem bunga pada bank
konvesional dapat dihilangkan, sehingga bank Islam dapat menjadi
pendukung kebijaksanaan moneter yang handal.

b. Memungkinkan persaingan antar bank Islam secara wajar, karena

keberhasilan bank Islam ditentukan oleh fungsi edukatif bank dalam

memhina nacahah Adennan keitiitiran  kallletan dan nronfecinnalicme



10.

b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip: Mudharabah, Musyarakah,
bagi hasil lainnya.

c. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip: Hiwalah, Rahn, Qardh.

Membeli, menjual dan atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga

pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (under transaction)

berdasarkan prinsip jual-beli atau Hiwalah.

Membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang

diterbitkan atas dasar prinsip syariah.

Memindahkan uang atau kepentingan sendiri dan/ atau nasabah berdasarkan

prinsip Wakalah.

Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan

melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip

Wakalah.

Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat-surat berharga

berdasarkan prinsip Wadi’ ah yad amanah.

Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan

pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip Wakalah.

Melakukan penempatan dari nasabah ke nasabah lain dalam bentuk surat

berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip ujr.

Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip Wakalah,

Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Wadi’ ah serta memberikan fasilitas



berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan/atau UUS dan pihak
lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan
Ujrah, tanpa imbalan, atau bagi-hasil.”
Pengertian yang menyangkut prinsip syariah terdapat dalam Undang-
Undang No. 21 Tahun 2008, yaitu:
“Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan
dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.
Bank di dalam menjalankan prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang No 21
tahun 2008 tersebut, maka mengacu pada surat keputusan direksi Bank Indonesia
tentang Bank Perkreditan Rakyat tahun 1999 dilengkapi Bank Umum yang
berprinsip syariah, yang terdapat dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No
32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999, yaitu:
Bab VI kegiatan usaha, pasal 28 Bank wajib menerapkan prinsip Syariah

dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:

a. Giro berdasarkan prinsip Wadi’ ah.

b. Tabungan berdasarkan prinsip Wadi’ ah atau Mudharabah.

c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip Mudharabah.

d. Atau bentuk lain berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi’ ah.

2. Melakukan penyaluran dana, melalui:



Selain itu dalam SK Direksi Bank Indonesia tersebut juga disebutkan
mengenai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan usaha
perbankan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 angka (13) tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998, dikatakan sebagai penyempurnaan dari
Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang kemudian diatur lebih khusus pada
Undang-Undang No. 21 tahun 2008. Pengertian bank dalam undang-undang ini
lebih dipertegas pada pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 21 tahun 2008
tentang Perbankan Syariah, yakni:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan/atau
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.”

Pasal 1 angka (25) Undang-undang No. 21 tahun 2008 disebutkan
mengenai pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu:

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu

berupa:

a. Transaksi bagi-hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah;

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ljarah atau sewa-beli dalam bentuk
ljarah Muntahiya Bittamlik;

c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, Istishna;

d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang Qardh; dan



1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi ;

2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan
keuntungan yang sah;

3. Memberikan zakat.?

Menurut Ensiklopedia Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang
usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran
serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip
syariah Islam.’

Syafi’i Antoni membedakan menjadi dua pengertian yaitu Bank |slam yang
beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tatacara beroperasinya
mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits. Sementara bank yang
beroperasi sesual prinsip syariah Islam khususnya menyangkut tatacara
bermuamalat menurut Islam merupakan kegiatan yang menghindari praktik-
praktik riba, untuk diisi dengan investasi atas dasar bagi hasil dan permbiayaan
perdagangan.

Sedangkan pengertian tentang Bank dalam Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah adalah :

“Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (3)
Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998, yang melakukan kegiatan

usaha berdasarkan Prinsip Syariah.”



C. Tujuan Pendlitian
1. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam
kedudukan jaminan pada pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri
Cabang Y ogyakarta.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Mudharib terhadap Shahibul Maal dalam

pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Y ogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Pengertian Bank dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 7 tahun
1992 tentang perbankan, lengkapnya sebagai berikut:

“Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam seperti
halnya bank konvensional, berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi
(intermediary institution), yaitu menyerahkan dana dari masyarakat dan
menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan
dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bank syariah tidak melakukan usahanya
berdasarkan bunga (interes free), tetapi berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip
pembagian keuntungan dan kerugian. Bank syariah didirikan dengan tujuan
untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam,

syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis



mempunyai fungsi sebagal pengganti utang apabila terjadi kerugian, jaminan
merupakan sarana perlindungan bagi peminjam dana yaitu sebagai kepastian
akan pelunasan utang. Secara prinsip mudharabah tidak ada jaminan yang
diambil sebagai agunan. Jaminan dapat diambil untuk menjaga agar nasabah
(mudharib) benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Jaminan baru dapat
dicairkan setelah terbukti bahwa mudharib benar-benar telah menyalahi
persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian. Pengajuan syarat jaminan,
dimaksudkan agar pihak BSM tidak menanggung kerugian dalam hal terjadi
kegagalan usaha yang diakibatkan penyalahgunaan perjanjian. Menurut
permasalahan mudharabah yang ada diatas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa
sebenarnya bagaimana kedudukan jaminan dalam pembiayaan Mudharabah dan
tanggung jawab Mudharib terhadap Shahibul Maal dalam pembiayaan

Mudharabah (Studi kasus pada Bank Syariah Mandiri cabang Y ogyakarta).

. Rumusan M asalah
Dari latar belakang penelitian diatas timbul beberapa masalah yang dapat
diidentifikasikan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah kedudukan jaminan dalam pembiayaan Mudharabah di Bank
Syariah Mandiri Cabang Y ogyakarta ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Mudharib terhadap Shahibul Maal dalam

pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Y ogyakarta ?



dalam bank syariah adalah jujur. Bank Syariah berisiko lebih tinggi dibandingkan
bank konvesional.®

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa idealnya bank syariah (Shahibul
Maal) tidak perlu meminta jaminan kepada mudharib, hal tersebut dapat di tinjau
berdasarkan fatwa DSN No: 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
mudharabah poin 7 yang menyebutkan pada prinsipnya dalam pembiayaan
mudharabah tidak ada jaminan namun agar mudharib tidak melakukan
penyimpangan, maka lembaga keuangan syariah (LKS) dapat meminta jaminan
dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila
mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati
bersama dalam akad.

BSM cabang Yogyakarta, dalam pembiayaan mudharabah mewagjibkan
adanya jaminan bagi nasabah (mudharib). Jaminan tersebut dapat berupa
sertifikat tanah maupun rumah dan barang berharga lainnya yang dapat dinilai
dengan uang.

BSM cabang Y ogyakarta pada praktiknya juga tidak jauh berbeda dengan
bank syariah dan lembaga keuangan syariah yang lainnya, karena dalam produk
pembiayaan, dicantumkan adanya syarat jaminan yang harus diserahkan oleh
nasabah (Mudharib) dalam pembiayaan Mudharabah.

Fungsi keberadaan jaminan di sini yang dalam hubungan hukum

pembiayaan Mudharabah tersebut sangat berbeda sekali dengan fungsi



sedangkan bank (Shahibul Maal) akan bebas dari kerugian tersebut karena ada
sumber untuk menutup kerugian tersebut yang berasal dari jaminan nasabah
(Mudharib) yaitu hasil penjualan jaminan.

Secarateknis, perjanjian Mudharabah menurut prinsip syariah adalah akad
kerja sama antara dua pihak yaitu nasabah (Mudharib) sebagai pengelola modal
dan bank (Shahibul Maal) sebagai pemberi seluruh (100%) modal yang di mana
mendapat keuntungan akan dibagi menurut kesepakatan dan apabila mendapat
kerugian ditanggung bersama, pihak bank (Shahibul Maal) menanggung kerugian
modal dan nasabah (Mudharib) menanggung kerugian managerial skill dan
waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi-hasil yang akan diperoleh,
kecuali kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian atau kesengajaan nasabah
(Mudharib) maka seluruh kerugian ditanggung oleh nasabah (Mudharib). Hal ini
sudah jelas sekali menyimpang dari konsep bagi-hasil dan bagi-rugi dalam
pembiayaan Mudharabah di bank Syariah. Sisi lain pembiayaan Mudharabah
dianggap oleh pengelola modal (Mudharib) sifatnya adalah amanah yang harus
dipegang dari pemberi modal (Shahibul Maal) yang seharusnya tidak perlu
dituntut adanya penjaminan atas dana pembiayaan.

Kepercayaan haruslah menjadi syarat mutlak dan unsur terpenting dalam
pembiayaan Mudharabah, yaitu kepercayaan dari bank (Shahibul Maal) terhadap
pihak nasabah (Mudharib) yang dalam melakukan perjanjian pembiayaan

Mudharabah tidak boleh meminta jaminan sebagai syarat tetapi mengingat salah



yang diagunkan sebagai syarat dalam perjanjian Mudharabah dapat kita lihat
bagaimana suatu mitra kerja yang secara hubungan hukum menjalin kerjasama
dengan didasari saling percaya dapat dirusak oleh ketidakpercayaan oleh pihak
pemberi modal dalam hal ini bank (Shahibul Maal) dengan mencantumkan
jaminan sebagai syarat dalam pembiayaan Mudharabah. Fungsi jaminan disini
adalah untuk menjamin dana yang telah disalurkan oleh pihak bank (Shahibul
Maal) dalam pembiayaan Mudharabah akan kembali apabila terjadi kerugian.

Pencantuman jaminan sebagal syarat bukanlah suatu yang mutlak atau
wajib untuk dipenuhi oleh pihak Mudharib dalam pemberian pembiayaan
Mudharabah yang berdasarkan prinsip syariah karena jaminan tidak sesuai
dengan prinsip bagi-hasil dalam prisnsip syariah, yaitu prinsip pembagian
kerugian dan pembagian keuntungan.*

Hal tersebut dapat di lihat dari prinsip syariah yang tercantum dalam fatwa
DSN No: 07/DSN-MUI/1V/2000 tentang Mudharabah poin 6 yang menyebutkan
Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemberi dana menanggung semua kerugian
akibat dari Mudharabah kecuali nasabah (Mudharib) melakukan kesalahan
seperti lalai, kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian.®

Hal tersebut sesuai dengan prinsip perjanjian Mudharabah yang berlaku, di
mana baik bank (Shahibul mal) dan nasabah (Mudharib) kedua-duanya harus
menghadapi risiko bersama. Pencantuman jaminan di sini dimaksudkan bahwa

hanya nasabah (Mudharib) yang menanggung risiko apabila terjadi kerugian,




kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan mangjerial
(managerial skill) selama usaha berlangsung.®

Pratik Mudharabah sudah dikenal oleh umat Islam sejak jaman Nabi saat
itu Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagal pedagang, beliau melakukan akad
Mudharabah dengan Siti Khadijah sewaktu Beliau berdagang ke Syam yaitu
waktu Siti Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi
Muhammad SAW, dalam kasus ini Siti Khadijah berperan sebagai pemilik modal
(Shahibul Maal) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pengelola
usaha (Mudharib). Praktik tersebut ditinjau dari segi hukum lslam maka
Mudharabah ini diperbolehkan, baik menurut Al-Qur’an, Hadits, maupun ijma’.

Konsep dasar atau sistem kontruksi hukum dari suatu perbuatan hukum
Perjanjian Pembiayaan Mudharabah yaitu perjanjian yang dasarnya pada sistem
kerjasama, kerjasama disini adalah mitra kerja yang timbul antara dari hubungan
hukum bank sebagai (Shahibul Maal) dan nasabah sebagai (mudharib), yang di
mana akan mendapat keuntungan akan dinikmati bersama-sama tetapi jika ada
kerugian yang ditimbulkan akan juga ditanggung bersama-sama. Hal tersebut
sangat berbeda sekali konsepnya dengan konsep yang ada di dalam bank
konvensional yang sering disebut kredit atau hutang piutang yang sering terjadi
di sekitar kita.

kita telusuri lebih lanjut lagi mengenai pelaksanaan Mudharabah pada

bank-bank syariah yang pada umumnya terdapat hal-hal yang menjadi



Syariah (DPS) yang beroperasi di tigp-tiap Bank Syariah dan Lembaga Keuangan
Syariah di Indonesia.

DPS berperan sebagal pengawas atau pengontrol aktivitas perbankan dalam
hal aspek syariah, di mana menjadi aturan-aturannya adalah syara’ atau hukum
Islam yang di mana antara lain tertuang dalam fatwa-fatwa DSN. Dan DPS
mengawasi jalannya operasional bank Syariah agar selalu sesuai dengan prinsip
syariah dan Hukum Islam, serta bertugas menyaring produk baru dari bank yang
diawasi agar nantinya dapat direkomendasi. DSN juga memberikan fatwa atas
produk-produk yang dikeluarkan bank yang direkomendasi oleh DPS.

BSM sebagai bank yang beroperasi menggunakan prinsip syariah tentunya
menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya maupun produk-
produknya. Salah satu produknya adalah Mudharabah, prinsip Mudharabah
dalam BSM ada yang berupa bentuk simpanan (tabungan dan deposito) dan
pinjaman (pembiayaan). Penelitian ini yang akan saya bahas adalah Mudharabah
dalam bentuk pinjaman (pembiayaan Mudharabah) yang dimana kedudukan
BSM disini sebagai Shahibul Maal (penyedia dana) dan kedudukan Nasabah
Sebagai Mudharib (pengelola usaha).

Mudharabah adalah suatu perkongsian antara dua pihak di mana pihak
pertama (Shahibul Maal) menyediakan dana, dan pihak kedua (Mudharib)
bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan tanggung jawab atas

pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesual dengan ratio laba yang telah



Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan Syariah dapat
dibagi menjadi tiga bagian besar : (1) Produk Penyaluran Dana (Financing)
meliputi : (a) konsep jual-beli : al bai’u bithaman ajil; murabahah; bai,al salam
(b) konsep sewa-menyewa : ijarah; dan (c) konsep pembiayaan bagi-hasil :
mudharabah dan musyarakah. (2) Produk Penghimpunan Dana (Funding)
meliputi : giro wadi’ah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. (3)
Produk Jasa (Service).?

Bank Syariah Mandiri (BSM), BSM berdiri sgjak tahun 1999 dan
merupakan salah satu bank umum syariah yang ada di Indonesia. BSM
merupakan bank yang pertama kali menerapkan Dual Banking System dalam
operasional perbankan. Dual Banking Syariah merupakan kesempatan bagi
masyarakat Islam pada khususnya yang membutuhkan jasa perbankan yang
sesuai syariah Islam, dimana semenjak keluarnya Undang-Undang No. 10 tahun
1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang
Perbankan, mengijinkan bank beroperasi secara dual system, dimana bank
kovensional diperbolehkan merubah menjadi bank syariah atau membuat kantor
cabang syariah.

Berdirinya bank Syariah atau kantor cabang Syariah harus tunduk dengan
aturan-aturan yang mengacu pada Undang-undang Perbankan yang telah
ditentukan, namun di sisi penerapan sistem syariah sudah ada badan yang

mengelola di bawah naungan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yaitu Dewan



masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut pada masyarakat yang
membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Aturan yang mengatur
menurut landasan hukum, yakni Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang
kemudian diatur lebih khusus dengan lahirnya Undang-undang No. 21 tahun
1998 tentang Perbankan Syariah, untuk memberikan pengakuan lebih tegas
mengenai keberadaan dan perlunya bank-bank berdasarkan prinsip Syariah dan
memberikan peluang bagi pengembangan bank-bank tersebut, tentu sgja baik
organisasi maupun sistem operasional bank syariah terdapat perbedaan dengan
bank konvensional.

Menurut Pasal 1 angka (13) Undang-Undang tentang Perbankan, prinsip
syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak
lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan
lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan dengan
prinsip bagi-hasil, penyertaan modal, jual-beli barang untuk memperoleh
keuntungan, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa
pilihan, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang
disewa dari pihak bank oleh pihak lain

Upaya mendorong pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan
memperhatikan bahwa serangkaian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini

tengah menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpecaya



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang M asalah

Masuknya sistem syariah atau sistem bagi-hasil di Indonesia dipicu oleh
sebagian penduduk Indonesia yang beragama Islam yang tidak memanfaatkan
jasa bank konvensional yang disebabkan oleh ketidakinginan mereka untuk
menggunakan sistem bunga yang dipandang riba menurut syariah.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh
ke Indonesia. Pada awal periode tahun 1980-an, diskusi bank syariah sebagai
pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk
mendirikan Bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis
Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan
lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Hasl
lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI
yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta,22-25 Agustus 1990. Berdasarkan
amanat MUNAS IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank
Islam di Indonesia. Tanggal 1 November dibukalah Bank Muamalah Indonesia
sebagai hasil kerjatim MUI.!

Fungsi bank Syariah secara garis besar tidak banyak berbeda dengan

manajemen bank pada umumnya (Bank Konvensional), yakni menarik dana dari



9. Mudharib berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada shahibul
maal dalam hal terjadi perubahan yang menyangkut mudharib atau
usahanya.

10. Mudharib berkewajiban untuk menjalankan usahanya menurut ketentuan-
ketentuan dan tidak bertentangan/menyimpang dengan prinsip syariah.

11. Mudharib berhak menerima saran, masukan serta penyelesaian apabila

terjadi permasalahan dalam pengelolaan usaha.



Pelaksanaan tanggung jawab apabila ada penyelishan maka harus

terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila jalan

musyawarah tidak mendapatkan hasil maka pihak mudharib dan shahibul maal

akan memberikan kuasa kepada Badan Abitrase untuk memberikan

keputusannya sesuai dengan tata carayang berlaku di badan tersebut.

Hak dan kewajiban para pihak (shahibul maal dan mudharib) dalam akad

mudharabah di bank syariah. Hak dan kewajiban tersebut antaralain :

1.

Bank Syariah sebagai shahibul maal wajib menyediakan dan menyerahkan
sejumlah dana (sesuai dengan kesepakatan) kepada mudharib.

Bank Syariah wajib melakukan pendampingan atas usaha yang dibiayai.
Bank Syariah berhak memberi syarat-syarat kepada pelaku usaha untuk
memperkecil risiko.

Bank Syariah berhak menerima keuntungan atas proyek yang dibiayai.
Mudharib berjanji untuk menggunakan dana yang telah diberikan oleh
Bank Syariah sematamata untuk usaha yang telah disepakati antara
shahibul maal dengan mudharib.

Mudharib berkewajiban memberikan laporan keuangan atas usaha tersebut
setiap bulan atau pada saat diperlukan kepada shahibul maal.

Bank Syariah berhak melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha
mudharib.

Mudharib  berkewajiban mengembalikan selurun  jumlah  pokok



Berasarkan pada akad pembiayaan Mudharabah BSM cabang Y ogyakarta
pasal 12 tentang pelanggaran dan Fatwa DSN NO:7/DSN-MUI/IV/2000
tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) menegaskan pelanggaran-
pelanggaran yang akan terjadi dapat menimbulkan suatu kerugian bagi pihak
mudharib selaku pengelola usaha sehingga guna meminimalisi pelanggaran
tersebut pihak Shahibul Maal meminta jaminan sebagai transaksi nyata dan
bentuk pertanggung jawaban mudharib atas pengembalian modal yang telah
diserahkan oleh pihak shahibul maal.

Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa tanggung jawab mudharib dapat
dilihat dalam Fatwa DSN NO:7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan
Mudharabah (Qiradh) bagian ketentuan hukum pembiayaan angka 3 (tiga)
yang berbunyi : “pada dasarnya, dalam Mudharabah tidak ada ganti rugi,
karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (Yad Al-Amanah), kecuali akibat
dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan” dari kata
amanah itulah diaturnya tanggung jawab Mudharib terhadap Shahibul Maal dalam
Pembiayaan Mudharabah dan guna menghindari pelanggaran-pelanggaran yang
akan terjadi berdasarkan yang tertuang dalam akad mudharabah BSM cabang
Yogyakarta pasal 12 maka pihak mudharib bertanggung jawab untuk
mengelola modal usaha yang telah dipercayakan dari pihak shahibul maal
semata-mata untuk usaha yang telah disepakati dalam akad Mudharabah.

Prakteknya yang terjadi di BSM cabang yogyakarta masih banyak



4. Bank (shahibul maal) berhak untuk melakukan penilaian kembali atas
perhitungan usaha mudharib.

5. Bank (shahibul maal) berjanji akan menanggung atas kerugian yang timbul
dalam pelaksaanan akad, kecuali kerugian tersebut terjadi karena
ketidakjujuran dar/atau kelalaian nasbah (mudharib).

6. Nasabah (mudharib) berkewajiban mengembalikan seluruh jumlah pokok
pembiayaan berikut bagian pendapatan dan keuntungan bank (shahibul
maal) sesuai dengan nisbah pada saat jatuh tempo.

7. Nasabah (mudharib) berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada
bank (shahibul maal) dalam hal terjadi perubahan yang menyangkut
nasabah maupun usahanya.

8. Nasabah (mudharib) berkewajiban untuk menjalankan usahanya menurut
ketentuan-ketentuan dan tidak menyimpang atau bertentangan dengan

prinsip-prinsip syariah.

Tanggung jawab M udharib terhadap Shahibul M aal dalam pembiayaan
M udharabah

Tanggung jawab merupakan suatu kepercayaan atau amanah yang
diterima oleh Mudharib dari Shahibul Maal untuk dijalankan sebaik-baiknya.
Tanggung jawab tersebut muncul setelah adanya kesepakatan bersama antara

Mudharib dan Shahibul Maal. Kesepakatan antara dua pihak dituangkan dalam



Bank Syariah mandiri selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan
prinsip syariah dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah. BSM sebagai
pihak yang menyediakan kontrak yang terlebih dulu ada atau telah
distandarisasi pada klausul-klausul ketentuan yang harus membutuhkan
kesepakatan kedua belah pihak antara pihak Bank (shahibul maal) dan
Nasabah (mudharib) seperti hal besarnya pembiayaan (pasal 2), jangka waktu
(pasal 3), kesepakatan bagi hasil (pasal 5), jaminan (pasal 8), kewajiban
nasabah (pasal 9), hal-hal itu akan diisi setelah terjadi kesepakatan antara
kedua belah pihak.®

Akad pembiayaan mudharabah pada BSM cabang Y ogyakarta yang sudah
disepakati maka terwujudiah semua hak dan kewajiban kedua belah pihak
(shahibul maal dan mudharib). Hak dan kewajiban tersebut antaralain:

1. Bank sebagai shahibul maal wajib menyediakan atau menyerahkan
sejumlah dana yang telah disepakati kepada nasabah (mudharib).

2. Nasabah (mudharib) berjanji akan menggunakan dana yang telah diberikan
oleh bank (shahibul maal) semata-mata untuk usaha yang telah disepakati
antara shahibul maal dan mudharib.

3. Nasabah (mudharib) berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan
pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dan menyerahkan
laporan keuangan atau perhitungan usaha kepada bank (shahibul maal)

secara periodik dan, sesuai kesepakatan.



mudharabah pada calon mudharib, sebesar maksimal nilai likuidasi dari barang
yang dijadikan objek jaminan tersebut.
d. Collateral Coverage

Collateral Coverage adalah perhitungan nilai ekonomis barang jaminan
yang dipergunakan untuk bisa mengantisipasi manakala nantinya mudharib
wanprestasi, sehingga nilai jaminan dapat menutupi kerugian pembiayaan.
Collateral Coverage dihitung sebesar minimal 100 % nilal likuidasi dari
barang jaminan.

Hal-hal yang menjadi persyaratan dalam analisa persetujuan pembiayaan,
kedua belah pihak antara shahibul maal dan mudharib mengikatkan diri dalam
suatu akad atau perjanjian, yaitu Akad Pembiayaan Mudharabah.

Ketentuan baku yang ada tidak ditentukan baik dalam fatwa DSN maupun
pertauran Bl tentang standar kontrak atau akad pembiayaan mudharabah,
namun hal itu menjadi kebebasan dari para pihak untuk membuat suatu
kontrak, hanya sgja suatu akad itu dapat dikatakan baik apabila dalam akad
tersebut mencakup semua hak dan kewajiban para pihak dan tidak bertentangan
dengan Undang-Undang dan Syariah Islam. Strukturnya sama seperti dalam
perikatan lainnya meliputi Judul, Komparisi, Isi, dan Penutup. Awal bagian
akad setelah judul dan nomer akad, tertulis
BISMILLAHIRAHMANIRRAHIIM, yang dilanjutkan dengan penulisan ayat

Al-Qur’an, salah satunya QS. Al-maidah ayat 1 “Hai orang-orang beriman



a Nilal Pasar

Penilaian jaminan, benda yang dijadikan jaminan harus dinilai dengan
melihat bagaimana pasar/kondisi ekonomi masyarakat saat perjanjian
pembiayaan dibuat. Hal ini berarti, biarpun jaminan tersebut pada saat dibeli
atau dimiliki oleh mudharib, bernilai sangat tinggi namun jika pada saat ini
sudah bernilai jauh dibawah yang diharapkan oleh mudharib, maka yang
digunakan adalah nilai pasar saat ini.
b. Legalitas Agunan

Legalitas Agunan ini adalah bukti secara hukum bahwa barang yang
dijadikan atau agunan tersebut benar-benar milik mudharib. Contoh untuk
sebidang tanah yang berstatus hak milik harus berserfitikat Hak Milik,
begitupula dengan bukti kepemilikan hak lainnya dan haruslah atas nama orang
yang mendatangi langsung pada saat perjanjian pengikatan jaminan.
c. Nilai Likuidasi

Nilai Likuidasi adalah nilai atau harga dari suatu barang/benda yang
menjadi objek jaminan untuk dijual sewaktu-waktu. Penilaian ini dibutuhkan
untuk mengetahui dan mengantisipasi apabila kelak mudharib wanprestasi dan
terpaksa utnuk menjual barang jaminan, dalam waktu yang cepat dan kondisi
pasar yang mungkin tak menentu, barang tersebut masih dapat memenuhi
jumlah pengembalian dana pembiayaan pokok mudharib yang telah

wanprestasi. Perhitungan untuk mengetahui nilai likuidasi dari suatu barang



1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas
kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk
melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank
Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah
penerima fasilitas.

2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang
seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan
prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Pelaksanaan bank syariah sebagal lembaga keuangan yang berasaskan
muamalah secara | slam belum diterapkan secara murni.

Prakteknya BSM cabang Yogyakarta sudah cukup membantu dalam
perbaikan ekonomi masayarakat Indonesia khususnya umat Islam yang
meskipun dalam pelaksanaan pembiayaan masih mencantum jaminan sebagal
syarat dalam pemberian dana pembiayaan Mudharabah tetapi hal tersebut
dimaksudkan untuk mengantisipasi resiko atau kerugian yang diakibatkan
Mudharib.

Implemantasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang menjadi dasar
dalam pelaksanaan proses operasionalisasi perbankan sehat, terutama dalam
analisa yang terakhir, yaitu analisa Collateral (jaminan) BSM mempunyai

beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam menilai jaminan khususnya



Analisis dari hadits di atas, bahwa dalam menyerahkan harta mudharabah,
shahibul mal boleh meminta persyaratan untuk menghindar dari kerugian yang
mungkin disebabkan oleh mudharib. Mudharib di sisi lain berjanji dan
menjamin akan memenuhi dan tidak melanggar dari persyaratan yang digjukan
oleh shahibul maal, dan jika ia melanggarnya (salah satu dari persyaratan)
sehingga menimbulkan atau berdampak pada modal mudharabah tersebut
mengalami  kerugian maka shahibul mal tidak mau menanggung rugi.
Mudhariblah yang harus mengganti kerugian atas modal yang hilang.

Berdasarkan pemahaman diatas yang harusnya dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan pembiayaan Mudharabah bahwa jaminan pihak shahibul maal
kepercayaan untuk memenuhi persyaratan dan bertanggung jawab dari pihak
Mudharib apabila melanggar persyaratan.

Faktor kepercayaan dalam kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini
tidak lagi dapat menjadi pegangan dalam suatu tindakan hubungan hukum,
bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat yang
operasionalnya tidak hanya menyalurkan danatetapi juga menyimpan dana dari
masyarakat sehingga prinsip kehati-hatian sangat diperlukan agar tetap
mendapat kepercayaan dari nasabah untuk menyimpan dana dan investasi.
Collateral (jaminan) disini mempunyai peran penting dalam pelaksanaan
pembiayaan (salah satunya Mudharabah) yang tertuang dalam Undang-Undang

No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 23 ayat 1 dan 2 yang



sebesar pembiayaan tersebut. Jaminan perseorangan disini  kedudukannya
hanya sebagai pelengkap dari jaminan tambahan atau agunan apabila pihak
bank dalam analisa mendalamnya menyatakan perlu adanya jaminan
perseorangan tersebut.

Menurut hukum Islam Jaminan perorangan dikenal dengan istilah
Kafalah dan jaminan kebendaan disebut dengan istilah Rahn yang dalam
pelaksanaannya tidak diatur tetapi hanya berdasarkan kebiasaan yang ada di
masyarakat.

Pencantuman jaminan dalam akad pembiayaan Mudharabah tidak serta
merta disamakan dengan kontrak perjanjian hutang-piutang yang secara
konsepsi hukum mewajibkan pelunasan yang disertakan jaminan.

Konsep awal Mudharabah yang berupa perjanjian kerjasama atau
perkongsian usaha yang menyatukan pihak yang mempunyai kemampuan
modal (Shahibul Maal) dengan pihak yang mempunyai kemampuan
skill’keahlian mengelola modal (Mudharib). Jaman Nabi Muhammad SAW
sudah dikenal adanya jaminan yang diperbolehkan dan juga dilakukan yang
dalam Hadistnya berbunyi :

““*Abbas bin Abdul Muthalib, jika menyerahkan harta mudharabah, ia

mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan

tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika

persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya.



Perbankan Syariah pasal 1 ayat 26 yang menyatakan agunan adalah jaminan
tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang
diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS, guna
menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Jaminan menurut
sifatnya juga dibedakan menjadi dua yaitu jaminan kebendaan dan jaminan
perseorangan. Jaminan kebendaan dapat disebut juga dengan agunan dan
pengertiannya seperti yang sudah di bahas diatas (Undang-Undang No. 21
tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 26) dan jaminan
perseorangan adalah seseorang (pihak ketiga) yang menjamin pihak kedua
(nasabah) dalam pelunasan hutangnya.

BSM cabang Y ogyakarta dalam proses menganalisa Collateral (jaminan)
pihak bank lebih menyukai jaminan kebendaan atau agunan karena dalam
jaminan kebendaan atau agunan mempunyai nilai jual yang apabila nasabah
tidak dapat melunasi hutangnya maka jaminan itu dapat dijual atau dicairkan
dan di dalam jaminan kebendaan terdapat hak preferen (hak istimewa) yang
dapat diminta oleh Bank untuk didahulukan daripada kreditor lain dalam
pengembalian pelunasan dengan benda objek jaminan. Jaminan kebendaan
pengikatan yang lazim digunakan adalah dengan pengikatan Hak Tanggungan
(untuk tanah/bangunan) dan Fidusia (untuk barang bergerak). Jaminan
perseorangan yang dipraktekan pada pembiayaan mudharabah di BSM dapat

diterima apabila bank melakukan analisa yang mendalam dan setelah diterima



masih mengacu pada pedoman perkreditan yaitu prinsip kehati-hatian
(Prudential Principle) dalam proses analisa pembiayaan yaitu analisa 5C of
credit yaitu (Caracter/watak), (Capacity/kemampuan), (Capital/modal),
(Condition of Economy/kondisi ekonomi), dan (Collateral/jaminan). Prinsip
tersebut tertuang juga dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
pasal 26 angka (1) yang mengatakan untuk memperoleh keyakinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank syariah dan/atau UUS wajib
melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal,
agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah Penerima fasilitas.

BSM dalam setiap proses analisa permohonan pembiayaan tidak terlepas
dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut (5C) guna untuk memperkecil risiko
Jjika bermasalah dalam pembiayaan tersebut. Dapat dipastikan calon nasabah
tidak dapat mendapatkan pembiayaan apabila salah satu dari 5C tersebut tidak
memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak BSM.

Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa proses analisa permohonan
pembiayaan Mudharabah pada BSM cabang Yogyakarta selalu
mengedepankan jaminan dalam menentukan seorang nasabah dapat diberi
pembiayaan atau tidak.

Jaminan dalam perbankan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu jaminan
yang berhubungan dengan barang yang dibiayai (contoh : pembiayaan

Mudharabah) dan agunan atau jaminan tambahan berupa barang pribadi milik



BAB 111
TANGGUNG JAWAB MUDHARIB TERHADAP SHAHIBUL MAAL
DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH

(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Y ogyakarta)

Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan M udharabah

Penelitian pada BSM cabang Y ogyakarta penulis melihat bahwa posisi
jaminan atau kedudukan jaminan sangat penting dalam penganalisaan proses
pembiayaan Mudharabah. Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah pasal 23 angka (1) yang menyatakan Bank Syariah dan/atau
UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon
Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya,
sebelum bank syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah
Penerima fasilitas dan DSN No. 7DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
Mudharabah (Qiradh) pasal 7 yang menyatakan pada prinsipnya, dalam
pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak
melakukan penyimpangan LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau
pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti
melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam
akad. Pemahaman pada pasal dan fatwa tersebut disalah tafsirkan oleh pihak

bank syariah dalam memberikan pembiayaan di mana pihak bank syariah



Perwujudan proses penilaian tersebut akan berakhir pada terjadinya suatu
kesepakatan dalam bentuk akad yang di mana pihak bank (shahibul maal) dan
pihak calon nasabah (mudharib) timbul hak dan kewajiban.

Tanggung jawab merupakan suatu kepercayaan atau amanah yang
diberikan oleh seseorang kepada pihak lain agar pihak lain tersebut
menjalankan kepercayaan atau amanah itu sebaik-baiknya.

Penjelmaan makna tanggung jawab tersebut terdapat pada kata amanah
yang ada dalam DSN No. 7DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan
Mudharabah (Qiradh) bagian Ketiga ketentuan hukum pembiayaan yang
berbunyi : “pada dasarnya, dalam Mudharabah tidak ada ganti rugi, karena
pada dasarnya akad ini bersifat amanah (Yad Al-Amanah), kecuali akibat dari
kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan”. Kata amanah
didalam bunyi tersebut mempunyai artian bahwa akad Mudharabah merupakan
pemberian kepercayaan dari pihak Shahibul Maal kepada Mudharib untuk
menggunakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan apa yang telah sesuai disepakati
dalam akad.

Dalam Fatwa DSN No. 7DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan
Mudharabah (Qiradh) bagian Ketiga ketentuan hukum pembiayaan bisa
dikatakan bahwa tanggung jawab Mudharib terhadap Shahibul Maal dalam

pembiayaan Mudharabah tersebut diatur secara aturan hukum.



b. Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak/orang yang berpiutang (Makfuul Lahu)
a. Diketahui identitasnya.
b. Dapat hadir pada waktu akad untuk memberikan kuasa.
C. Berakal sehat.
4. Objek jaminan (Makful Bih)
a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik
berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
b. Bisadilaksanakan oleh penjamin.
c. Harus merupakan piutang mengikat (lazima), tidak mungkin
hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
d. Harusjelasnilal, jumlah, dan spesifikasinya.

e. Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).

Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Mudharib terhadap Shahibul
Maal pada pembiayaan M udharabah Bank Syariah

Pelaksanaan operasional bank syariah dalam pembiayaan Mudharabah
mengacu pada peraturan perbankan nasional dan prinsip syariah berdasarkan
fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam
penetapan fatwa di bidang syariah. Perbankan syariah dalam memberi

pembiayaan selalu mengedepankan penilaian yang mendalam terhadap calon



bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat
membebankan uang jasa (fee) kepada nasabah itu.
D. Kafalah al-Munjazah

Kafalah al-munjazah adalah jaminan mutlak yang tidak
dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan
tertentu.

Salah satu bentuk kafalah al-munjazah adalah pemberian
jaminan dalam bentuk perfomance bonds ‘jaminan prestasi’,
suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal ini sesuai
dengan bentuk akad ini.

E. Kafalah al-Muallagah

Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah

al-munjazah , baik oleh industri perbankan maupun asuransi.

Kafalah dalam operasional perbankan syariah telah diatur melalui fatwa
DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/IV/2000. Rukun dan Syarat kafalah adalah:
1. Pihak penjamin (Kafil)

a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.

b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam
urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah
tersebut.

2. Pihak orang yang berhutang (Ashil, Makfuul ‘anhu)



Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau
sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata, “ Saya menjamin utangnya, ya
Rasulullah.” Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut.”
Menurut jenisnya Kafalah dapat dibedakan menjadi 5, yaitu:
A. Kafalah bin-Nafs
Kafalah bin-Nafs merupakan akad memberikan jaminan
atas diri (personal guarantee). Sebagai contoh, dalam praktik
perbankan untuk bentuk kafalah bin-nafs adalah seorang
nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik
dan ketokohan seorang atau pemuka masyarakat walaupun bank
secara fisik tidak memegang barang apa pun, tetapi bank
berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika
nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.
B. Kafalah bil-Maal
Kafalah bil-maal merupakan jaminan pembayaran barang
atau pelunasan utang.
C. Kafalah hit-Tasim
Kafalah bit-tadim ini biasa dilakukan untuk menjamin
pengembalian atas barang disewa, pada waktu masa sewa
berakhir.

Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank



(za’amah). Kafalah menurut istilah, berarti mempersatukan tanggung jawab
lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, hutang,
materi, maupun pekerjaaan. Pengertian lain dari kafalah adalah jaminanyang
diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi

kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful’ anhu, ashil).*

Skema Al-kafalah

Jaminan

Bank
(Penanggung)

Tertanggung Kewaiiban /\
J (Gasalobje) |, o piteis

Landasan Syariah untuk pelaksanaan kafalah, dalam QS. Yusuf: 72

“ Penyeru-penyeru itu berseru, ‘Kami kehilangan piala raja dan barang
Siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat)
beban unta dan aku menjamin terhadapnya.’”

Penegasan dalam hadits Rasulullah untuk ayat diatas terdapat pada HR
Bukhari No. 2172, kitab Al-Hawalah
“Telah dihadapkan kepada Rasullulah SAW. (mayat seorang laki-laki untuk
dishalatkan).... Rasulullah SAW. bertanya “ Apakah dia mempunyai warisan

?” Para sahabat menjawab, “ Tidak.” Rasulullah bertanya lagi, “ Apkah dia



c. Jka Rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang
tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana,
terutama di daerah-daerah.

Risiko Ar-Rahn yang mungkin terdapat pada rahn apabila diterapkan
sebagai produk adalah:

a. Risiko tidak terbayarnya utang nasabah.

b. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.

Skema Ar-Rahn

(2) Pemohonan Pembiayaan

Marhun bih
(pembiayaan)
* \ 4
(3) Akad pembiayaan Rahin
< (nasabah)
Mutahin >
(Bank)

(4) Utang + Mark Up

Marhun
(1) Titipan/gadai pembiayaan (Jaminan)

Jaminan perseorangan atau penanggungan hutang juga dikenal dalam



memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian
piutangnya.*?

Landasan syariah Ar-Rahn terdapat dalam QS Al-Bagarah : 283

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” Menurut hadits
diriwayatkan dari Aisyah r.a bahwa “Rasullulah (Nabi Muhhamad SAW)
membeli makanan dari seorang yahudi dan menjamin kepadanya baju bes.”
(HR Bukhari No. 1926, kitab al-Buyu, dan M udim)

Pelaksanaan dalam perbankan syariah Rahn dapat dipakai sebagai
pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/Collateral) terhadap
produk lain, seperti dalam pembiayaan Mudharabah dimana bank dapat
menahan barang nasabah sebagal konsekuensi akad.

Manfaat Ar-Rahn yang dapat diambil oleh bank adalah sebagai berikut: *

a Menjaga kemungkinan nasabah lalai atau bermain-main dengan
fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.

b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang
deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu sgja jika
nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang

(Marhun) yang dipegang oleh bank.



Capacity (kemampuan), Capital (modal), Condition of Economy (kondisi
ekonomi), dan Collateral (jaminan).

Jaminan menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu jaminan
kebendaan dan jaminan perseorangan. Jaminan kebendaan juga dikenal dalam
hukum Islam. Jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum Islam dengan
istilah Ar-Rahn.

Beberapa para ulama figh mempunyai pendapat yang berbeda-beda
tentang arti pengertian jaminan kebendaan. Pendapat ulama-ulama tersebut
dapat kita jabarkan sebagai berikut:

1. Ulama Malikiyah, yang menyatakan “Harta yang dijadikan
pemiliknya sebagai jaminan utang bersifat mengikat”

2. Ulama Hanafiyah, yang menyatakan “Menjadikan sesuatu
(barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai
pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian”

3. Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah, yang menyatakan
“Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat
dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak
bisa membayar utangnya itu.”

Definisi Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta (Marhun) milik si
peminjam (Rahn) sebagal jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang

tersebut memiliki nilai  ekonomis, pihak yang menahan (Murtahin)



yang sehat, yang diwujudkan antara lain dengan adanya jaminan atau agunan
(collateral) dari nasabah.

Jaminan atau agunan dalam suatu perjanjian kredit/pembiayaan pada bank
berfungsi untuk mendukung keyakinan bank atas kemampuan dan
kesanggupan nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya
sebagaimana yang telah disepakati.

Jaminan bukanlah suatu syarat yang mutlak untuk dipenuhi dalam suatu
pembiayaan menurut aturan syariah, yang di mana dalam bank konvensional
merupakan suatu syarat mutlak dalam pemberian kredit. Pasal 23 Undang-
Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa
Bank Syariah dalam memberikan fasilitas pembiayaan terhadap calon nasabah,
harus mempunyal “keyakinan” berdasarkan analisa yang mendalam atas
kemauan dan kemampuan calon nasabah mengembalikan fasilitas pembiayaan
yang sudah disepakati dan fatwa DSN No. 7DSN-MUI/IV/2000 tentang
pembiayaan Mudharabah pasal 7 yang menyatakan pada prinsipnya, dalam
pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak
melakukan penyimpangan LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau
pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti
melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam
akad. Mengacu pada fatwa tersebut dan Keyakinan yang dimaksud pada pasal

23 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah



(1) Aspek hukum atau yuridis
(2) Aspek mangjemen
(3) Aspek produks (teknis)
(4) Aspek pemasaran
(5) Aspek keuangan
(6) Aspek sosial/ekonomi
(7) Aspek agunan

b) Analisaresiko dan Mitigasi

¢) Menghitung kewajaran besarnya pembiayaan

d) Menghitung nisbah bagi-hasil atau menetapkan margin

€) Membuat kesimpulan dan rekomendasi intuk menetapkan
prasyarat

f) Syarat pembiayaan, prasyarat usulan pembiayaan adalah
minimal character dan capacity harus positif

g) Membuat usulan pembiayaan

h) Mengisi formulir “Keputusan Komite Pembiayaan”

6) Tahap persetujuan

7) Tahap pencairan dana.

B. Tinjauan Umum tentang K edudukan Jaminan pada Bank Syariah

Bank syariah sebagai bagian dari perbankan nasional dalam pelaksanaan



1)

2)

3)

4)

5)

Mengajukan surat permohonan pembiayaan yang dilampiri syarat-
syarat administrasi seperti yang tertulis diatas baik untuk nasabah
perorangan maupun badan usaha.

Setelah surat permohonan diterima beserta lampirannya, surat
permohonan tersebut mulai diperiksa oleh komite pembiayaan yang
terdiri dari (untuk BSM Cabang Y ogyakarta) manajer officer yang
diwakili oleh analis officer, manajer pemasaran dan pimpinan
cabang

Setiap bagian dari komite pembiayaan membuat surat pernyataan
atas surat permohonan calon mudharib apakah dapat diproses atau
disetujui untuk diproses atau ditolak

Jka disetujui untuk diproses, kemudian ditindaklanjuti dengan
proses investigasi untuk meneliti kelayakan usaha calon mudharib
dan keberadaan jaminan yang penekanan pemerikasaan pada hal-hal
sebagai berikut :

a) Keberadaan dan kewajaran usaha calon mudharib

b) Keberadaan fisik jaminan dan kewgjaran nilai transaksi

¢) Kewagaran volume usaha

d) Kondisi dan lingkungan usaha calon mudharib

Setelah dilakukan investigasi, maka proses dilanjutkan pada tahap

analisis yang dilakukan meliputi :



(1) Fotocopy identitas pengurus.
(2) Fotocopy akte pendirian perusahaan (sesuai ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku).
(3) Laporan keuangan 2 tahun terakhir.
(4) Past perfomance usaha 12 bulan yang akan datang.
(5) Fotocopy bukti kepemilikan jaminan (sertifikat, IMB, PBB
tahun terakhir
(6) Daftar relasi usaha/suplier dan pelanggan (nama, alamat, no
telp, kontak person)
Biaya-biaya:
1) Administrasi
2) Asuransi jaminan
3) Asuransi jiwa
4) Notaris dan pengikatan jaminan
5) Materai
Setelah calon mudharib memenuhi ketentuan dari syarat-syarat
diatas maka calon mudharib akan dianalisis apakah ia layak atau berhak
mendapatkan pembiayaan ataupun sebaliknya, dalam proses ini
dinamakan proses persetujuan pembiayaan.
Prosedur Persetujuan Pembiayaan Mudharabah

Prosedur/proses yang harus dilalui oleh calon mudharib dalam

Mmannaililzan narmnhnnan namhi aviaan . miidharahah  ecamnai Aannan



k. Peminjam perlu mempelgjari administrasi praktis tentang pengelolaan
usaha yang sedang ditekuninya sehingga unsur keterbukaan dan
kejujuran dapat terbaca oleh pihak bank.

Syarat dan Prosedur Persetujuan Pembiayaan Mudharabah pada Bank

Syariah Mandiri (BSM) Cabang Y ogyakarta adalah sebagai berikut :

a Persyaratan
1) Persyaratan Umum:

1. Calon mudharib diharuskan membuka rekening Giro/Tabungan
di BSM
2. Membuat surat permohonan pembiayaan
3. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
2) Persyaratan Administrasi :
Untuk Nasabah Perseorangan :
(1) Fotocopy KTP suami/istri, Kartu Keluarga, Akta Nikah.
(2) Fotocopy Legalitas usaha sesuai jenis bidang usaha (SIUP,
TDP, NPWP, ljin lainnya).
(3) Laporan keuangan 2 tahun terakhir.
(4) Rencana Usaha 12 bulan yang akan datang.
(5) Fotocopy bukti kepemilikan jaminan (sertifikat, IMB, PBB
tahun terakhir).

(6) Daftar relasi usaha/suplier dan pelanggan (nama, alamat, no

PR R R R



Nasabah diharuskan membayar angsuran setiap bulan sepanjang waktu
yang disepakati. Besarnya cicilan tidak secra tetap ditentukan oleh
bank, tetapi cicilan tersebut harus selesal pada waktu yang telah
disepakati. Bank Syariah akan memberikan potongan pada pelunasan
sebelum waktunya.

. Setigp penyaluran dana kepada nasabah (mudharib), bank
menindaklanjuti dengan pembinaan mudharib yang bersangkutan,
sehingga waktunya nanti dapat melunasi hutangnya pada bank.
Pinjaman yang diberikan oleh bank bukan merupakan uang tunai, tetapi
merupakan dana untuk mengadakan barang/jasa yang diikat dengan
perjanjian kredit, karena dalam sistem mudharabah biaya dibebankan
dalam bentuk bagi-hasil yang diperhitungkan melalui prinsip
kemanfaatan barang/modal yang dibiayai bank.

Perjanjian bagi-hasil mulai diberlakukan secara efektif setelah proyek
investasinya selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
Bank dan nasabah bersama-sama menghitung pors bagian laba masing-
masing, bila kerugian terjadi maka bank akan menanggung kerugian
tersebut.

Peminjam hendaknya merencanakan terlebih dahulu secara matang
tentang usaha, tempat, lokasi, pasar dan jumlah biaya yang dibutuhkan.

Pihak bank perlu mengadakan observasi terhadap semua rencana usaha



disederhanakan sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan nasabah yang

sebagian besar terdiri dari petani dan pedagang keci

30
l.

Ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan mekanisme

pembiayaan mudharabah, antara lain :*

a

Semua orang baik nasabah atau bukan, berhak mendapat pinjaman dari
bank syariah dan lembaga keuangan syariah asalkan memenuhi
persyaratan diatas.

Semua orang baik nasabah atau bukan, berhak menentukan besar-
kecilnya dana yang dibutuhkan. Ketentuan yang ada dalam bank
menyebutkan bahwa batas maksimal pemberian kredit adalah 20% dari
modal pokok yang dimiliki bank dan lembaga keuangan syariah.

Modal sepenuhnya dari bank, dan pengelolaan usaha sepenuhnya
ditangani oleh pengelola tanpa campur tangan dari bank. Oleh karena
itu sebagal seorang pengelola yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran
dan waktunya bank menetapkan bagi hasil yang lebih besar dari dirinya.
Untuk pembiayaan yang berskala besar ditetapkan adanya jaminan yang
besarnya 125% dari besarnya jumlah dana yang akan dipinjam.

Jangka waktu ditetapkan dalam tenggang waktu yang pendek.
Penetapannya khusus bagi nasabah yang belum terakreditasi
kegjujurannya. Ketetapan batas pendek masa peminjaman ini adalah

dalam rangka menciba prospektifitas usaha nasabah di samping untuk



maupun LKS baknya perlu mengembangkan proses/prosedur dan
mekanisme pembiayaan khususnya mudharabah.
Kaitannya Perjanjian pembiayaan mudharabah, pinjaman yang akan
diberikan adalah bersifat produktif/modal kerja. Hal ini Bank Syariah,
didalam mengucurkan dana pembiayaan mudharabah mempunyai syarat-
syarat balk yang bersifat administratif tapi juga yang umum dalam
pembiayaan mudharabah. Syarat administratif tersebut antaralain :?°
a. Syarat permohonan tertulis, dengan dilampirkan proposal yang memuat
gambaran umum usaha, rencana/prospek usaha, rincian dan rencana
penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana dan jangka waktu
penggunaan dana.

b. Legalitas usaha, meliputi akta pendirian usaha, surat ijin perusahaan dan
tanda daftar perusahaan.

c. Laporan keuangan, neraca dan laporan untung-rugi, data persedian
terakhir, data penjualan dan fotocopy rekening bank.

Prakteknyatidak semua Bank Syariah menerapkan persyaratan seperti
diatas. Persyaratan tersebut biasanya digunakan oleh bank syariah yang
bonafide dan memiliki pangsa pasar yang luas seperti Bank Muamalat,
untuk Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah yang daya jangkaunya

masih  kecil dan beroperasi di pedesaan, persyaratan tersebut



mewakilkan. Jumhur Ulama berpendapat bahwa akad

mudharabah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi untuk Mazhab

Maliki berpendapat jika salah seorang yang berakad itu

meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh

ahli warisnya. Karena menurut mereka akad mudharabah bisa
diwariskan.

d. Saah satu pihak (shahibul maal dan mudharib) memberitahukan

kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk mengakhiri

perjanjian mudharabah itu.

8. Prosedur dan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah
Mandiri Cabang Y ogyakarta
Bank dan lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai lembaga
intermediary, dalam menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai lembaga
penghimpun dana (dalam bentuk simpanan) saja tetapi juga sebagai
lembaga penyalur dana (dalam bentuk pembiayaan). Pelaksanakan
fungsinya harus memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh
perbankan umum dan prinsip syariah tentunya, hal ini dikarenakan
pembiayaan adalah bisnis yang berisiko tinggi, dimana terdapat
kemungkinan pembiayaan yang diberikan tidak dapat ditagih (pembiayaan

macet). Bank dan lembaga keuangan syariah (LKS) sudah seharusnya



c. Beberapaketentuan hukum pembiayaan :
1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu
2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’ allag) dengan sebuah kejadian di
masa depan yang belum tentu terjadi
3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada
dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat
dari kesalahan disengaja, kelalaian atau opelanggaran kesepakatan
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan diantara kedua belah pihak, mak penyelesaiannya dilakukan
melalui Badan Abitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui

musyawarah.

7. Berakhirnya Akad Al Mudharabah

Akad Mudharabah dinyatakan berakhir, apabila:?®

a  Mudharabah berakhir karenatelah tercapainya tujuan dari usaha
tersebut sebagaiman dimaksud dalam perjanajian Mudharabah.

b. Mudharabah berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu
perjanjian mudharabah

c. Saah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik
modal yang wafat, menurut Jumhur Ulama akad tersebut batal,

karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah



5)

b)

Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh
disyaratkan hanya untuk satu pihak

Bagian keuntungan proporsional bagi setigp pihak harus
diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan
harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai
kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan
Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari
mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian
apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian,

atau pelanggaran kesepakatan

Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagal perimbangan

(mugabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus

memperhatikan hal-hal berikut :

a)

b)

Kegiatan usaha adalah hak eksekutif mudharib, tanpa campur
tangan penyedia dana tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan
pengawasan

Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola
sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan
mudharabah yaitu keuntungan

Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam

tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus



b. Rukun dan Syarat pembiayaan :

1)

2)

3)

Penyedia dana (Shahibul Maal) dan pengelola (Mudharib) harus

cakap hukum

Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad),

dengan memperhatikan hal-hal berikut :

a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan
tujuan kontrak (akad)

b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak

c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern

Modal ialah sgjumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh

penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat

sebagai berikut :

a) Modal harus diketahui jJumlah dan jenisnya

b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika
modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus
dinilai pada waktu akad

¢) Moda tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan
kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak sesual

dengan kesepakatan dalam akad



4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah
disepakati bersama dan sesuai dengan syariah ; dan LKS tidak ikut
serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai
hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam
bentuk tunai dan bukan piutang

LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat
dari mudharabah kecuali mudharib (nasabah) melakukan kesalahan
yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian

Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan,
namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat
meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini
hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan
pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam
akad

Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme
pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan
fatwa DSN

Biaya operasional dibebankan kepada mudharib

Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau

melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak



2) Lala dan kesalahan yang disengaja
3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak

jujur.

6. Perjanjian Pembiayaan Mudharabah

Bank Syariah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah yang harus
dicantumkan dalam akad harus mengacu pada fatwa DSN. Karena fatwa
DSN diperuntukan untuk aturan dasar dalam operasional LKS (Lembaga
Keungan Syariah) yaitu terdiri dari Bank-bank Syariah, Bank Perkreditan
Rakyat Syariah, dan Perusahaan-perusahaan Keuangan Syariah lainnya,
misalnyaBMT (Baitul Maa Wal Tamwi).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 07/DSN-MUI/IVV/2000
tentang pembiayaan mudharabah (giradh). Terdapat beberapa ketentuan
yaitu :

a. Ketentuan pembiayaan :
1) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh
LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai Shahibul Maal (pemilik dana)
membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan
pengusaha bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha

3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana dan pembagian



5. Manfaat dan Risiko Pembiayaan Al Mudharabah

a Manfaat a-mudharabah :

1)

2)

3)

4)

5)

Bank akan menikmati peningkatan bagi-hasil saat keuntungan usaha
nasabah meningkat.

Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah
pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil
usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative
Spread.

Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash
flow/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang
benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan
yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
Prinsip bagi-hasil dalam al-mudharabah /al-musyarakah ini berbeda
dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima
pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun
keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi

krisis ekonomi.

b. Risiko a-mudharabah

Risiko yang terdapat dalam pembiayaan mudharabah, terutama pada

penerapannya dalam pembiayaa relative tinggi diantaranya:



3)

4)

mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung
dan ruginya. Ini akan membawa pada perbuatan riba.*®
Nisbah pembagian ditentukan dengan prosentase, misalnya 60 :
40%, 50: 50% dan seterusnya. Penentuan prosentase tidak harus
terikat pada bilangan tertentu, artinya jika nisbah bagi hasil tidak
ditentukan pada saat akad, maka masing-masing pihak memahami
bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama. Karena aturan
umum dalam penhitungan ini adalah kesamaan. Namun tindakan
berupa penyebutan nisbah bagi-hasil pada awal kontrak lebih baik
untuk menghindari munculnya kesalahpahaman.
Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh
diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak.
Pada dasarnya mudharabah memang membagi keuntungan
berdasarkan kesamaan.
Secara singkat, rukun dari mudharabah adalah :*’

a  Shahibul Maal adalah yang mempunyai modal

b. Mudharib ialah yang menjalankan usaha

c. Amal adalah Pekerjaan atau usahanya

d. Maal adalah modal

e. Shighot, perintah atau usaha dari yang menyuruh berusaha

f.  Hasil (bagi hasil/keuntungan)



€.

Era modern sekarang ini arti perdagangan menjadi luas. Semua
kegiatan ekonomi yang melakukan jual beli produk apa jasa dan timbul
suatu keuntungan maka dapat diartikan suatu perdagangan. Jadi
sesungguhnya, dalam hal ini, dapat dikatan bahwa semua jenis usaha
diperbolehkan yang tentu sgja sesuai ketentuan syariah.

Mudharib dalam mengelola usaha, shahibul maal tidak boleh ikut
campur dalam teknis operasional dan manajemen usaha dan tidak boleh
membatasi usaha mudharib sehingga mengakibatkan upaya perolehan
keuntungan maksimal tidak tercapai. Tetapi di lain pihak pengelola
harus senantiasa menjalankan usahanya dalam ketentuan syariah secara
umum.

Adanya keuntungan

Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa :

1) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan prosentase dari
jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungan
sgja setelah dipotong besarnya modal. Perhitungan harus dilakukan
secara cermat. Setiap keadaan yang membuat ketidakjelasan
perhitungan akan membawa kepada suatu kontrak yang tidak sah.

2) Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam
jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta dan seterusnya. Karena

jika ditentukan dengan nilai nominal berarti Shahibul Maal telah



mengurangi kerjanya secara maksimal. Jumnur fuquha sepakat

mengenai hal ini, hanya sgja sebagian dari mahzab hanafi lebih

fleksibel menambahkan apabila pengangsuran kucuran modal
tersebut dikehendaki oleh mudharib makatidak batal.
d. Adanyausaha (al-‘aml)

Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya
Syafi’i dan Maliki, mengemukakan bahwa usaha itu hanya berupa usaha
dagang (commercial). Mereka menolak usaha yang berjenis kegiatan
industri (manufucture) dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu
termasuk dalam kontrak persewaan (ijarah) yang mana semua kerugian
dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal. Sementara para
pegawai digaji tetap. Tetapi Abu Hanifah memperbolehkan usaha apa
sgja selain berdagang, termasuk kegiatan kergjinan atau industri.
Seseorang dapat memberikan modalnya kepada pekerja yang akan
digunakannya untuk membeli bahan mentah untuk dibuat sebuah
produk dan nantinya dijual. Keuntungan ini dapat dibagi dua antara
keduanya. Hal ini memang tidak termasuk jenis perdagangan murni
yang mana seseorang hanya terlibat dalam pembelian dan penjualan
tetapi hal tersebut dapat dibenarkan sebab persekutuan antara modal dan
tenaga terjadi dalam kegiatan ini, bahkan mengenai keuntungan kadang-

kadang lebih dapat dipastikan sehingga bagi hasil akan selalu dapat



2)

3)

4)

menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan
jumlah. Kepastian dan kejelasan laba itu penting dalam kontrak ini.
Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa
uang bukan barang adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka
beralasan mudharabah dengan barang itu dapat menimbulkan
kesamaran, karena barang tersebut umumnya bersifat fluktuatif.
Uang bersifat tunai (bukan hutang). Mengenai keharusan uang
dalam bentuk tunai (tidak hutang) bentuknya adalah misalnya
shahib al-maal memiliki piutang kepada seseorang tertentu. Piutang
tersebut kemudian dijadikan modal mudharabah bersama
siberhutang. Ini tidak dibenarkan karena piutang itu sebelum
diterimakan oleh siberhutang kepada siberpihutang masih
merupakan milik siberhutang. Menjalankan dalam suatu usaha
berrati ia menjalankan dananya sendiri bukan dana siberpiutang.
Selain itu hal ini bisa membuka pintu kearah riba, yaitu memberi
tangguh kepada siberhutang yang belum mampu membayar
hutangnya dengan kompensasi siberpihutang mendapatkan imbalan
tertentu.

Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung,
karena jika tidak diserahkan kepada mudharib secara langsung dan

tidak diserahkan sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan



(penerimaan), begitu juga sebaliknya ketika kesepakatan-
kesepakatan itu disetujui maka terjadilah hukum.®

b. Adanyaduapihak (pihak penyedia dana dan pengusaha)
Dikenal dengan istilah Shahib al-Maal/Shahibul maal dan

Mudharib

Para pihak disyaratkan :

1) Cakap bertindak hukum secara syar’i, artinya shahibul maal
memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan mudharib memiliki
kapasitas menjadi pengelola. Jadi, mudharabah yang disepakati oleh
shahib al-maal yang mempunya kelainan jiwa sementara tidaklah
sah, namun jika dikuasakan oleh orang lain maka sah. Bagi
mudharib asalkan ia memahami maksud kontrak sgja sudah sah.

2) Memiliki wilayah al-tawkil wa al-wikalah (memiliki kewenangan
mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa),
karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak
pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk
mengelola modal tersebut.

c. Adanyamodal
Adapun modal disyaratkan sebagai berikut :
1) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua

belah pihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah, sehingga tidak



a

ljab dan Qabul.

Pernyataan kehendak yang berupa ijab dan gabul antara kedua pihak

memiliki syarat-syarat yaitu :

1)

2)

3)

ljab dan gabul itu harus jelas menunjukan maksud untuk melakukan
kegiatan mudharabah. Penjelasan maksud tersebut bisa
menggunakan kata mudharabah, giradh, mugaradhah, muamalah
atau semua kata yang semakna dengannya.

ljab dan gabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama
harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan
kesediaannya bekerjasama. Ungkapan kesediaan tersebut bisa
diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) lain
yang menunjukkan kesediaan, seperti misalnya mengucapkan ;
““Ya, saya terima’’ atau "Saya setuju” dengan isyarat setuju lain
seperti menganggukkan kepala, diam atau senyum. Peristiwa ini
harus terjadi dalam satu majelis agar terhindar dari kesalahpahaman.
ljab dan gabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan
keinginan pihak kedua. Secara lebih luas ijab dan gabul tidak saja
terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan
pengusaha tetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-
kesepakatan lain yang muncul lebih rinci. Hal ini ijab (penawaran)

tidak selalu diungkapkan oleh pihak pertama begitu juga sebaliknya.



Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening
administratif.

b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada
pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

¢) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak
dan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah
bagi-hasil.

Skema M udharabah M ugayyadah

1. Proyek tertentu

Spesial [~~" T TTTTTTTTTTTTT > BANK
Project |, 4. Penyaluran dana Mudharib

5. Bagi hasil (Pengelola)

6. Bagi 3. Invest: 2. hubungan
hasil dana . investor

1
1
v

Investor
shahibul maal
(pemilik modal)

4. Rukun dan Syarat Al Mudharabah
Mudharabah sebagal sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua
pihak mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka

mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Adapun unsur



2)

akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

a)

b)

d)

Pemilik dana wajib menetapakan syarat-syarat tertentu yang
harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur
persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.

Bank wajib memberitahu kepada pemilik dana mengenai nisbah
dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian
keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari
penyimpanan dana, apabila telah tercapai kesepakatan maka hal
tersebut harus dicantumkan dalam akad.

Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan
khusus. Bank wajib memisahkan danaini dari rekening lainnya.
Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat

atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

Mudharabah Mugayyadah off Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah

langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak

sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik

dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan

syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari

bisnis (pelaksana usaha). Karakteristik jenis simpanan ini adalah

sebagai berikut:



3) Tabungan mudharabah dapat diambil setigp saat oleh penabung
sesuai  dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak
diperkenankan mengalami saldo negatif.

4) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka
waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah
jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi
apabila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka
tidak perlu dibuat akad baru.

5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan

deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah.
Skema M udharabah M uthlagah
Penabung 1. Titip uang, BANK 2 Pemantaatan Dana, Dunia
Deposn 4 Bagi hsi 3. Pemantaatan Dana | V2@

b. Mudharabah Mugayyadah (RIA)
Mudharabah mugayyadah (RIA) ini ada dua jenis, yaitu:
1) Mudharabah Mugayyadah on Balance Sheet
Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted

investment, RIA) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-



Mudharabah mutlagah (unrestricted investment account, URIA),
pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu
kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan
dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Bank syariah
mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan
dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan
memperoleh keuntungan.

Implementasi penerapan mudharabah mutlagah pada bank syariah,
maka dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat
dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito
mudharabah. Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah
dan tatacara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian
keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan
dana, apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus
dicantumkan dalam akad.

2) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku
tabungan sebagai bukti penyimpanan, sertakartu ATM dan/atau alat
penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah,
bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet)

deposito kepada deposan.



Hadits Nabi, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang
lain. (HR. Ibnu M ajjah, Daagauthi, dan yang lain dari Abu Said
al-K hudri)

3) Ijma
Imam Zailai ? telah menyatakan bahwa para sahabat telah
berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara
mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sgjalan dengan spirit
hadits yang dikutip Abu Ubaid. #*

b. Dasar Hukum Positif

1) Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

2) Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-
undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

3) Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

4) Undang-undang No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

5) Undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank I ndonesia

6) FatwaNo. 7/DSN-MUI/1V/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

3. Jenis-jenis Al Mudharabah
Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Mudarabah Mutlagah (URIA)



2)

Wajhud-dilalah atau argument dari surat al-muzammil:20 adalah
adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah
yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka
bumi dan carilah karunia Allah SWT.....” (al-Jumu’ah: 10)

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia
Tuhanmu....” (al-Bagarah: 198)

Surat a-Jumu’ah: 10 dan al-Bagarah: 198, sama-sama mendorong
kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

Hadlits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul
Muthalib, jika memberikan dana ke mitra usahanya secara
mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa
mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli
ternak. Jka menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan
bertanggungjawab atas dana tersebut, disampaikanlah syarat-syarat
tersebut kepada Rasulullah saw, dan Rasulullah  pun
membolehkannya.” (HR Thabrani)

Riwayat Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda,
“tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara

tangguh, mugaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum



Skema al-mudharabah

A

5| Perjanjian
Bagi Hasil

Nasabah Bank

(Mudharib) (Shahibul Maal)
A A A

Proyek/Usaha

Pembagian
keuntungan

!

Modal

2. Dasar Hukum Mudharabah

Bank Syariah dalam melaksanakan operasional dan produk-produknya
harus menerapkan prinsip-prinsip syariah, di mana bank syariah
membutuhkan payung hukum yang dijadikan pedoman atau acuan dalam
pelaksanaan perbankan syariah. Berikut ini adalah dasar-dasar hukum yang
bisa dijadikan pedoman atau acuan bank syariah, yaitu:
a. Dasar Hukum Syariah

1) Al-Quran

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari



jumlah itu, terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar ulama figh
sebagai akar kata dari mudharabah, yaitu kata dharaba fi al-ardl yang
artinya berjalan dimuka bumi. Bahkan mereka menganggap bahwa yang
dimaksud berjalan dimuka bumi ini adalah berpergian ke suatu daerah
untuk sebuah perdagangan.®® Beberapa kata inilah yang kemudian
menghilhami konsep mudharabah, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa
mudharabah merupakan sebuah perjalanan jauh yang bertujuan dagang.*
Pelaksanaan Mudharabah telah ada dijaman pra Islam, kemudian
ditetapkan oleh agama Islam. Peraturan Mudharabah ini timbul karena
sangat dibutuhkan oleh sebagian umat manusia khususnya umat Islam. Hal
ini dikarenakan ada orang yang mempunyai modal tapi tidak pandai
berdagang, atau tidak punya kesempatan, sedangkan yang lain punya
keahlian dan mempunyai waktu yang cukup, tetapi tidak mempunyai
modal.?? Mudharabah disini berfungsi sosial ekonomi yaitu berguna untuk

tolong menolong demi kemajuan bersama dalam perdagangan.




dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan
pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau
seperempat dari keuntungan.

Menurut Mazhab Syafi’i mendefinisikan mudharabah bahwa pemilik
modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan
dalam usaha suatu dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama
antara keduanya.*

Menurut Mazhab Hanbali mendefinisikan mudharabah dengan
pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang
jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan
mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.'’

Menurut Mazhab Maliki mendifiniskan mudharabah sebagai suatu
pemberian modal untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan
(kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian keuntungannya, jika
diketahui jumlah dan keuntungan.*®

Menurut Mazhab Hanafi mendefinisikan mudharabah sebagai akad atas
suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak dan
dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain.*®

Penjabaran dalam Al-Qur’an tidak secara langsung menunjuk istilah
mudharabah, melainkan menyebutkannya secara musytaq dari kata

dharaba yang terdapat sebanyak lima puluh delapan (58) kali. Antara




modal disebut mugarid. Istilah mudharabah dipakai oleh penduduk Irak,
Sedangkan istilah girad dipakai penduduk Hijaz.

Berikut perincian apa yang dimaksud dengan mudharabah. Mudharabah
adalah suatu pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang
kemudian diimplementasikan dalam produk pembiayaan perbankan Islam,
yang dijalin dengan asas kepercayaan.

Kepercayaan adalah unsur terpenting dalam pembiayaan mudharabah.
Kepercayaan dari Shahibul maal kepada mudharib. Shahibul Maal tidak
boleh meminta jaminan atau agunan dari mudharib dan tidak boleh ikut
campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha, paling jauh Shahibul Maal
hanya bolen memberikan saran-saran tertentu kepada mudharib dalam
menjalankan atau mengelola proyek atau usahanya tersebut.

Menurut Abdur Rahman L. Doi, mudharabah dalam terminologi
hukum adalah suatu kontrak di mana suatu kekayaan (property) atau
persediaan (stock) tertentu (ras al-mal) ditawarkan oleh pemiliknya atau
pengurusnya (rabb al-mal) kepada pihak lain untuk membentuk suatu
kemitraan (joint partnership) yang di antara kedua pihak dalam kemitraan
itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh
keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu, orang ini disebut
mudharib. Perjanjian ini adalah suatu contract of co-patrnership.’®

Mudharabah menurut ahli fikih merupakan suatu perjanjian di mana



BAB |1
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
KEDUDUKAN JAMINAN DAN TANGGUNG JAWAB MUDHARIB

TERHADAP SHAHIBUL MAAL

A. Tinjauan Umum tentang M udharabah
1. Pengertian Mudharabah
Secara etimologi (bahasa) Al-Mudharabah berasal dari kata dharb,
berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih
tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan
usaha. Mudharabah adalah suatu akad kerja sama usaha antara 2 (dua)
pihak yaitu:

a. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal untuk membiayai proyek
atau usaha yang memerlukan pembiayaan; pihak tersebut disebut
Shahibul Al-maal (atau Shahibul Maal) atau Rabb Al-Maal.

b. Pihak pengelola yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau
usaha yang dibiayai dengan modal dari Shahib al-maal; pihak tersebut
disebut mudharib.

Mudharabah juga disebut dengan istilah lain yaitu girad yang berasal
dari kata al-gardhu, yang berarti al-gath’u (potongan) karena pemilik

momotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh



B. Saran
1. Pembiayaan Mudharabah yang dilaksanakan pada Bank Syariah Mandiri
cabang Yogyakarta pada prakteknya telah meyimpang dari konsep awal
pembiayaan Mudaharabah berdasarkan hasil penelitian, peyimpangan
tersebut salah satunya adalah kedudukan jaminan yang merupakan syarat
penting dan mutlak dalam setiap permohonan pembiayaan oleh calon nasabah
(mudharib) dan penulis meyarankan agar sepatutnya dikembalikan kepada

konsepsi awal pembiayaan mudharabah yang sesungguhnya.

2. Mudharib dalam pengelolaan dana dari Shahibul Maal hendaknya berlaku
jujur dan terbuka dalam menjalankan usahanya, karena mudharib sebagai
mitra usaha dari shahibul maal yang telah membiayai usahanya, selain itu
pembiayaan mudharabah sesungguhnya berdasarkan kepercayaan di antara
para pihak, dengan kata lain demi kepentingan bersama para pihak harus
bekerja sama dalam menjalankan usahanya. Usaha yang dijalankan oleh para
ahlinya Insya Allah akan dapat berjalan dengan baik dan dapat mendatangkan
keuntungan yang lebih besar, sehingga upaya untuk mencapai kemakmuran

masyarakat dapat direalisasikan.



bank. Bank mewagjibkan pencantuman jaminan dikarenakan ada tanggung
jawab kepada pihak ketiga yaitu masyarakat yang telah meyimpan dananya
dan dana tersebut dipergunakan oleh bank sebagai penyaluran dana (salah

satunya pembiayaan mudharabah).

Tanggung jawab Mudharib terhadap Shahibul Maal dalam pembiayaan
mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Y ogyakarta adalah mengelola
dana dari shahibul maal. Mudharib dalam mengelola dana tersebut harus
sesuai dengan usaha yang diperuntukan dalam akad yang telah disepakati
dan harus senantiasa memberitahukan kepada shahibul maal secara tertulis
menyangkut usahanya yang dibiayainya. Shahibul Maal melakukan
pendampingan atas usaha yang dibiayai, hal demikian dilakukan untuk
mencegah atau menjaga agar mudharib tidak menyalahgunakan dana yang
diberikan dan usaha yang dibiayai berjalan sesuai rencana dan menghasilkan
keuntungan. Mudharib dalam menjalankan usahanya tidak boleh
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan atau hukum Islam. Nisbah akan
ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Keuntungan yang di dapat dari usaha
di bagi berdasarkan nisbah bagi-hasil yang telah disepakati bersama, yaitu
70% untuk BSM dan 30% untuk mudharib. BSM dalam pembagian
keuntungan akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai
dengan periode perhitungan pendapatan usaha. Bergpa pun tingkat

pendapatan usaha, itulah yang kemudian didistribusikan kepada para

. e _a_



BAB IV

PENUTUP

A. Kesmpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan penulis dapat menarik

kesimpulan:

1.

Kedudukan jaminan dalam pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah
Mandiri Cabang Yogyakarta sangatlah penting karena prakteknya pada
perjanjian pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri cabang
Yogyakarta sudah terjadi pergeseran konsep dasar dari mudharabah
sesusungguhnya yang dimana hanya berdasarkan kepercayaan antara pihak
Mudharib dengan pihak Shahibul Maal bergeser menjadi perjanjian hutang-
piutang atau pinjam-meminjam. Aspek yang selalu mengedepankan jaminan
tambahan (agunan) sebagai salah satu syarat penting dalam penilaian
pembiayaan mudharabah inilah yang menjadi faktor utama bergesernya
konsep dasar dalam pembiayaan mudharabah yang dinilai sudah melanggar
dengan prinsip kepercayaan dan asas tolong-menolong yang seharusnya ada
dalam pembiayaan mudharabah, serta konsep bagi-untung dan bagi-rugi
(profit sharing dan loss sharing) yang merupakan ciri dari mudharabah
yang sesungguhnya dalam muamalah Islam. Hal pencantuman jaminan itu
ada dikarenakan bank tunduk pada peraturan perbankan nasional untuk

menjadikan perbankan yang sehat dan guna meminimalis kerugian yang



Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No 7
tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/1V/2000, tentang Pembiayaan
Mudharabah

Data Elektronik:

http://www.e-syariah.net/artikel.asp.com

http://www.mandirisyariah.co.id

http://www.mui.or.id/

http://www.goggle.com
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FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
NO: 07/DSN-MUI/TV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

) o> “”‘r“‘

Dewan Syari’ah Nasional setelah

Menimbang Doa

Mengingat ;L

bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana
lembaga keuangan syari’ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan
dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad
kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama
(malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang
pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku
pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;

bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari’ah Islam,
DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang mudharabah
untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29:
S of Gy et K S it v UJJJ\ i
VS..A uﬂ\;.: :J:; O_)L’v_!

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di
antaramu...”.

. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1:

oﬂ aJ/

”

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....
Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

z
85 P //) R

m)m\w)‘uuswj&d.uu,um el Db

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

Hadis Nabi riwayat Thabrani:
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“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak
membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia
(mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan
yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau
membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat [bnu Majah dari Shuhaib:
T s 1361 ;J;;m) e Lo LAY
RAEED)) C:.U/‘}] /C,.u.l.s“/{;f.«ﬂ\.i J.:J\ .H:'—) 42\;'&/\.:3.“.5\; c‘:}z-ﬁ szi/

(g_,.:@...ou.csb-b

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual
beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah
tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

-

f

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:
L =050 W a0 Gl ) Gallddl 5 s bl
L0 JoT 5 N3 7 3 V) e 2 0,M0AT

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
vang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.”

7. Hadis Nabi:

S ) o W2ty el axle b ol ) G5V oY
(!

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”
(HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-

Khudri).

Dewan Syariah Nasional MUI
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8.

[jma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada
orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak
ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu
dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Figh al-Islami wa
Adillatuhu, 1989, 4/838).

Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi
musaqah.

10. Kaidah figh:

- o8 & ° z ® }/ _ ° P o 2 s £

Lo 25 Lo 05 J0 0T YL Uy edalldl s LY

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari
Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)
Pertama . Ketentuan Pembiayaan:

1.

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan
oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik
dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha),
sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau
pengelola usaha.

Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah
pihak (LKS dengan pengusaha).

Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah
disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak
ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi
mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam
bentuk tunai dan bukan piutang.

LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat
dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan
kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada
jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan,
LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.
Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti
melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati
bersama dalam akad.

Dewan Syariah Nasional MUI
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8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme
pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan
fatwa DSN.

9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban
atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib
berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua . Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus
cakap hukum.

2. Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan
kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit
menunjukkan tujuan kontrak (akad).

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh
penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan
syarat sebagai berikut:

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika
modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus
dinilai pada waktu akad.

c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan
kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai
dengan kesepakatan dalam akad.

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai
kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus
dipenuhi:

a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh
disyaratkan hanya untuk satu pihak.

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus
diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan
harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-tungan
sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan
kesepakatan.

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari
mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung
kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan
disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan

(mugabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus

memperhatikan hal-hal berikut:

Dewan Syariah Nasional MUI
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a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa
campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak
untuk melakukan pengawasan.

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan
pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi
tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam
dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudhara-bah,
dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas

1tu.
Ketiga . Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allag) dengan sebuah
kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena
pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali
akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran
kesepakatan.

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika

Ketua,

-

/
Prof  KH. Ali Yafie

terjadi  perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di  : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
4 April 2000 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Dewan Syariah Nasional MUI



- Surat Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh NASABAH dan BANK di atas
kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing
berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak.

PT BANK SYARIAH MANDIRI NASABAH



Pasal 16

LAIN-LAIN

Pasal 17
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini
dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat
tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di
bawah ini :

NASABAH TR, o A |
Alamat v ........ LB L
BANK : PT BANK SYARIAH MANDIRI

Alamat L e e e e

Pasal 18

PENUTUP
- Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad
ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara

musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.

- Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Akad ini.



- lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain ;

- menolak atau menghalang-halangi BANK dalam melakukan pengawasan
dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Akad ini.

Pasal 13
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Atas kesepakatan kedua pihak, BANK atau Kuasanya dapat untuk
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya
pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari BANK berdasarkan
Akad ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung
dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada membuat photo copynya.

Pasal 14
ASURANSI

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup
asuransi berdasar Syari'ah atas bebannya terhadap seluruh barang yang
menjadi jaminan atas Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi
yang ditunjuk oleh BANK, dengan menunjuk dan menetapkan BANK sebagai
pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (bankers
claus)

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan
bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan
Perjanjian ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk
menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

- Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan
melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang
disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan
BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa
kepada BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) untuk
memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase
yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.

- Putusan BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)
bersifat final dan mengikat.



Pasal 11
CEDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 3 Akad ini, BANK berhak untuk

menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH dan/atau siapa pun juga yang
memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban
NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika
dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau
surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

NASABAH tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada
BANK sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 5 dan/atau Pasal
3 Akad ini ;

dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-
barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan
sebagaimana tersebut pada Pasal 10 Akad ini ternyata palsu atau tidak
benar isinya, dan/atau NASABAH melakukan perbuatan yang melanggar
atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam Pasal 9
dan/atau Pasal 12 Akad ini ;

sebahagian atau seluruh harta kekayaan NASABAH disita oleh
pengadilan atau pihak yang berwajib ;

NASABAH berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah
pengampuan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau
dilikuidasi;

Pasal 12

PELANGGARAN

NASABAH dianggap telah melanggar syarat-syarat Akad ini bila terbukti

NASABAH melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai
berikut :

menggunakan pembiayaan yang diberikan BANK di luar tujuan atau rencana
kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK;

melakukan pengalihan usahanya dengan cara apa pun, termasuk dan tidak
terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi
dengan pihak lain.

menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang
diharuskan oleh BANK ;

melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh pengadilan;



melakukan pembayaran atas semua tagihan dari Pihak Ketiga dan setiap
penerimaan tagihan dari Pihak Ketiga disalurkan melalui rekening
NASABAH di BANK.

membebaskan seluruh harta kekayaan milik NASABAH dari beban
penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan
BANK berdasarkan Akad ini.

mengelola dan menyelenggarakan pembukuan Pembiayaan secara jujur
dan benar dengan iktikad baik dalam pembukuan tersendiri.

menyerahkan kepada BANK perhitungan usahanya secara bulanan yang
difasilitasi pembiayaannya berdasarkan Akad ini, selambatnya tanggal
......... bulan berikutnya.

menyerahkan kepada BANK setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau
keterangan-keterangan yang diminta BANK kepada NASABAH.

menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau tidak
menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah.

Pasal 10

PERNYATAAN PENGAKUAN NASABAH

NASABAH dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenar-benarnya,
menjamin dan karenanya mengikatkan diri kepada BANK, bahwa :

NASABAH adalah Perorangan/Badan Usaha yang tunduk pada hukum
Negara Republik Indonesia ;

pada saat ditandatanganinya Akad ini, NASABAH tidak dalam keadaan
berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di muka atau di luar lembaga
peradilan atau arbitrase, berutang kepada pihak lain, diselidik atau
dituntut oleh pihak yang berwajib baik pada saat ini atau pun dalam masa
penundaan, yang dapat mempengaruhi asset, keadaan keuangan,
dan/atau mengganggu jalannya usaha NASABAH ;

NASABAH memiliki semua perijinan yang berlaku untuk menjalankan
usahanya ;

orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau
yang diberi kuasa oleh NASABAH adalah sah dan berwewenang, serta
tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak mana pun ;

NASABAH mengijinkan Bank pada saat ini dan untuk masa-masa selama
berlangsungnya Akad, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat
lainnya yang berkaitan dengan usaha NASABAH, mengadakan
pemeriksaan terhdap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau
kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan Akad ini, baik
langsung maupun tidak langsung.



Pasal 7
BIAYA, POTONGAN, DAN PAJAK

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung
segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini,
termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan
BANK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan
NASABAH menyatakan persetujuannya.

- Setiap pembayaran kembali/pelunasan NASABAH sehubungan dengan
Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat NASABAH dan BANK,
dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan,
pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut
diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap
setiap potongan yang diharuskan oleh perundang-undangan yang
berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh NASABAH melalui BANK.

Pasal 8
JAMINAN

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan
tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak
berdasarkan Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri
untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa :

Pasal 9
KEWAJIBAN NASABAH

Sehubungan dengan penyediaan pembiayaan oleh BANK berdasarkan
Akad ini, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk :

- mengembalikan seluruh jumlah pokok Pembiayaan berikut bagian dari
pendapatan/keuntungan BANK sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh
tempo sebagaimana ditetapkan pada Lampiran yang diletakkan pada dan
karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

- memberitahukan secara tertulis kepada BANK dalam hal terjadinya
perubahan yang menyangkut NASABAH maupun usahanya.



telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada
NASABAH.

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan
perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan berdasarkan
Akad ini, secara periodik pada tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada
harike ......... bulan berikutnya.

- BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian
kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh NASABAH, selambat-
lambatnya pada hari ke ...... sesudah BANK menerima perhitungan usaha
tersebut yang disertai data dan bukti-bukti lengkap dari NASABAH.

- Apabila sampai hari ke ....... , BANK tidak menyerahkan kembali hasil
penilaian tersebut kepada NASABAH, maka BANK dianggap secara sah
telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh NASABAH.

- NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri satu
terhadap yang lain, bahwa BANK hanya akan menanggung segala
kerugian, maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan kepada
NASABAH tersebut pada Pasal 2.

Pasal 6
PEMBAYARAN KEMBALI

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan
kepada BANK, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian
pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK sampai lunas sesuai dengan
Nisbah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 5 Akad ini, menurut jadwal
pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran B yang dilekatkan pada dan
karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Akad ini.

Setiap pembayaran kembali oleh NASABAH kepada BANK atas
pembiayaan yang diberikan oleh BANK dilakukan di kantor BANK atau di tempat
lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan
atas nama NASABAH di BANK.

- Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK,
maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat berakhir
karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening
NASABAH guna membayar/melunasi kewajiban NASABAH kepada
BANK.

- Apabila NASABAH membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang
diberikan oleh BANK lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak
berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi
bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Akad ini.



- Menyerahkan kepada BANK Permohonan Realisasi Pembiayaan yang
berisi rincian kebutuhan yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan,
serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan.
Surat Permohonan tersebut harus sudah diterima oleh BANK selambat-
lambatnya 5 (lima) hari kerja Bank dari saat pencairan harus
dilaksanakan.

- Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen NASABAH, termasuk dan
tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan
Akad ini.

- Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta
akta-akta pengikatan jaminannya.

- Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan,
NASABAH berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti
Penerimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada BANK.

Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti
kepemilikan atas jaminan, dan/atau akta dimaksud oleh NASABAH kepada
BANK, BANK berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti
Penerimaannya kepada NASABAH.

- Atas porsi pokok vyang dibayarkan NASABAH dalam rangka
pembayaran angsuran, tidak menimbulkan kelonggaran tarik sebesar
jumlah porsi pokok yang telah dibayarkan tersebut (non revolving).

Pasal 5
KESEPAKATAN BAGI HASIL

- NASABAH dan BANK sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu
terhadap yang lain, bahwa Nisbah dari pendapatan/keuntungan untuk
masing-masing pihak adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran A
yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak
terpisahkan dari pasal 5 akad ini.

- NASABAH dan BANK juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri
satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Bagi Hasil (Syirkah) akan
dilakukan pada tiap-tiap ....................

- BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung
kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Akad ini, kecuali apabila kerugian
tersebut terjadi karena Kketidakjujuran dan/atau kelalaian NASABAH
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11, dan/atau pelanggaran yang
dilakukan NASABAH atas syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal
12 Akad ini

- BANK baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut,
apabila BANK telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan
yang dibuat dan disampaikan oleh NASABAH kepada BANK, dan BANK



adalah : Pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang
khusus mencatat seluruh transaksi NASABAH
sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan
bukti sah dan mengikat NASABAH atas segala
kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat
dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut
hukum.

12. Cedera Janiji
adalah . Peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 8 Akad ini yang menyebabkan
BANK dapat menghentikan seluruh atau sebahagian
pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan
sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK
sebelum Jangka Waktu Akad ini.

Pasal 2
PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan
fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH sampai sejumlah Rp.............oooeenni.
CTTTTITTTTRTTTTRenRy | TR | U W | B ) secara sekaligus
atau bertahap sesuai dengan permintaan NASABAH yang semata-mata akan
dipergunakan  UNTUK oo

sesuai dengan Rencana kerja yang disiapkan oleh NASABAH yang disetujui
BANK, yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak
terpisahkan dari Akad ini.

Pasal 3
JANGKA WAKTU
Pembiayaan yang dimaksud dalam Akad ini berlangsung untuk jangka
waktu oo (e, ) bulan terhitung sejak tanggal Akad ini
ditandatangani, serta berakhir pada tanggal .......... bulan ...
tahun............
Pasal 4

PENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang
pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK
berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan NASABAH menarik
Pembiayaan, setelah NASABAH memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut :



1. Mudharabah

2. Syari'ah adalah

3. Pembiayaan adalah:

4. Bagi hasil atau
Syirkah adalah

5. Nisbah adalah

6. Dokumen Jaminan
adalah

7. Jangka Waktu
Akad adalah

8. Hari Kerja Bank
adalah

9. Pendapatan adalah :

10. Keuntungan adalah :

Pasal 1
DEFINISI

Akad antara pihak pemilik modal (shahibul maal)
dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh
pendapatan atau keuntungan.

: Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan ar-

Ra’yu dan mengatur segala hal yang mencakup
bidang ‘ibadah mahdhah dan ‘ibadah muamalah.

Pagu atau plafon dana yang disediakan BANK untuk
digunakan sebagai modal bagi NASABAH dalam
menjalankan dan memperluas usahanya, sesuai
dengan permohonan yang diajukannya kepada BANK.

. Pembagian atas pendapatan/keuntungan antara

NASABAH dan BANK yang ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara NASABAH dengan BANK

. Bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang

menjadi hak NASABAH dan BANK yang ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antara NASABAH dengan
BANK.

: Segala macam dan bentuk surat bukti tentang

kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang
dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna
menjamin  terlaksananya  kewajiban  NASABAH
terhadap BANK berdasarkan Akad ini.

. Masa berlakunya Akad ini sesuai dengan yang

ditentukan dalam Pasal 3 Akad ini.

: Hari Kerja Bank Indonesia

Seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha
yang dijalankan oleh NASABAH dengan menggunakan
modal yang disediakan oleh BANK sesuai dengan
Akad ini.

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir 9
Pasal 1 Akad ini dikurangi biaya-biaya sebelum
dipotong pajak.

11. Pembukuan Pembiayaan



AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH

BISMILAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

“Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah segala
janji........ " (Surat Al-Maaidah 5 : 1)

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta
sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui
perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”
(Surat an-Nisaa’ 4 : 29)

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari
karunia Tuhanmu” (Surat al-Bagarah 2 : 198)

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH ini dibuat dan ditandatangani pada
hari ini, ..ooovvviiiii . tanggal ................... ,bulan............o.es. , tahun
.............. oleh dan antara pihak-pihak : ------------

1. PT BANK SYARIAH MANDIRI, di .coooviiiiiiiiiiiiiie e yang
dalam hal ini diwakili oleh .............coooii Selanjutnya
disebut “BANK", —mmmm e o

ALAS NMAMA. .. et et e e e e e e ;
selanjutnya disebut “MUDHARIB” atau “NASABAH".

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya,
NASABAH memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut
NASABAH telah mengajukan permohonan kepada BANK untuk
menyediakan Pembiayaannya, yang dari pendapatan/keuntungan usaha
itu kelak akan dibagi di antara NASABAH dan BANK berdasarkan prinsip
bagi hasil (syirkah)

- Bahwa, terhadap permohonan NASABAH tersebut BANK telah
menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan
dijalankan NASABAH maupun terhadap pembagian
pendapatan/keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasilnya (Syirkah)

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dalam Akad

Pembiayaan Mudharabah (selanjutnya disebut “Akad”) dengan syarat-syarat
serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
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